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ABSTRAK 

 

STRATEGI PENGEMBANGAN DESA TERTINGGAL OLEH DINAS 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TRANSMIGRASI PROVINSI 

LAMPUNG 

 

 

Oleh  

 

Haridotama 

 

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Transmigrasi Provinsi Lampung yang tertera dalam Rencana Strategis Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2019-

2024, persentase jumlah Desa Tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun 

(IDM) Provinsi Lampung Tahun 2021 masih terdapat 128 Desa tertinggal yang 

mesti dientaskan, itu artinya masih terdapat permasalahan Desa Tertinggal di 

Provinsi Lampung. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan Pengembangan Desa 

Tertinggal di Provinsi Lampung. Teori yang digunakan adalah teori Strategi 

Pengembangan dengan empat tahapan didalamnya yaitu perencanaan, pengorgan-

isasian, pelaksanaan dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian 

deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, ob-

servasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pem-

berdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung telah melaksanakan 

Perencanaan sebagai fasilitator Pengembangan Desa Tertinggal dengan me-

rencanakan Program/Kegiatan berdasarkan masing-masing Tugas Fungsi Bidang 

untuk mengatasi permasalahan Desa Tertinggal. Selain itu Pengorganisasian Di-

nas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung telah mem-

bentuk Bidang sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung No.56 Tahun 2019 

dan menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing.  Penggerakan 

Program/Kegiatan dalam Pengembangan Desa Tertinggal dilakukan oleh seluruh 

Bidang Kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi 

Lampung serta Stakeholder terkait lainnya dengan cara berkolaborasi.  

 

 

 

 

 

 



Kemudian pengawasan dilakukan untuk mengevaluasi setiap kegiatan pada saat 

pembinaan atau monitoring, tetapi sesuai hasil pengamatan peneliti masih adanya 

kekurangan sehingga apa yang sudah dikerjakan belum memiliki hasil maksimal, 

selain itu yang menjadi tolak ukur Pengawasan adalah Indeks Desa Membangun 

(IDM) Provinsi Lampung. 

 

 

 Kata kunci: Strategi Pengembangan, Desa Tertinggal, DPMDT, Pemberdayaan 

Masyarakat Desa, Indeks Desa Membangun(IDM).  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

LACKING VILLAGE DEVELOPMENT STRATEGY BY THE DEPART-

MENT OF COMMUNITY EMPOWERMENT AND TRANSMIGRATION 

OF LAMPUNG PROVINCE 

 

 

 

By 

 

Haridotama 

 

Based on the data compiled by the Lampung Province Community Empowerment 

and Transmigration Service which is listed in the Lampung Province Community 

Empowerment and Transmigration Service Strategic Plan for 2019-2024, the per-

centage of the number of disadvantaged villages based on the Lampung Province 

Building Village Index (IDM) in 2021 there are still 128 underdeveloped villages 

that are still underdeveloped. must be eradicated, it means that there are still Dis-

advantaged Village problems in Lampung Province. Based on these problems, the 

purpose of this research is to find out how the Strategy of the Lampung Province 

Community Empowerment and Transmigration Service in optimizing the Devel-

opment of Disadvantaged Villages in Lampung Province. The theory used is the 

theory of Development Strategy with four stages in it, namely planning, organiz-

ing, implementing and supervising. This research uses descriptive qualitative re-

search with data collection techniques through interviews, observation and docu-

mentation. The results of this study indicate that the Department of Community 

Empowerment and Transmigration of Lampung Province has implemented Plan-

ning as a facilitator for the Development of Disadvantaged Villages by planning 

programs/activities based on each Field Functional Task to overcome the prob-

lems of Disadvantaged Villages. In addition, the Organization for the Community 

Empowerment and Transmigration Office of Lampung Province has established 

Fields according to the organizational structure and carries out tasks in working in 

accordance with their respective tupoksi. The movement of programs/activities in 

the Development of Disadvantaged Villages is carried out by all fields in the 

Lampung Province Community Empowerment and Transmigration Service and 

related stakeholders by collaborating. 



 

Then supervision is carried out to evaluate each activity during coaching or moni-

toring, but according to the observations of researchers there are still shortcom-

ings so that what has been done has not had maximum results, besides that the 

benchmark for Supervision is the Village Building Index (IDM) of Lampung 

Province. 

 

 

Keywords: Development Strategy, Disadvantaged Villages, DPMDT, Village 

Community Empowerment, Building Village Index (IDM). 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang luas, menurut data Ba-

dan Pusat Statistik (BPS) diketahui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

terdiri dari 34 provinsi, masing-masing provinsi terdiri dari kabupaten dan kota. 

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Indonesia terdapat total 514 kabu-

paten dan kota, kemudian desa dan kelurahan di Indonesia yakni berjumlah 

83820. Seperti diketahui bahwa 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia 

hidup di daerah pedesaan, sehingga strategi menempatkan prioritas pembangunan 

dari wilayah pedesaan adalah sangat tepat. Untuk mencapai kemajuan pem-

bangunan tersebut tidak dapat terlepas dari tujuan-tujuan negara yang terdapat pa-

da UUD-1945 khususnya pada alinea ke-4. (Badan Pusat Statistik Republik Indo-

nesia, 2019) 

 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengama-

natkan bahwa Negara Republik Indonesia dibentuk dengan tujuan “melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kese-

jahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. 

Berdasarkan alinea ke-4 tersebut menegaskan bahwa, kewajiban negara dalam 

memajukan kesejahteraan umum dilakukan tanpa terkecuali, artinya kewajiban 

atas kesejahteraan tersebut ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tujuan ini 

merupakan tanggung jawab suatu negara, atau pemerintah terhadap warga 

negaranya dalam mesti dicapai sehingga terciptanya suatu kesejahteraan 

(https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/, diakses pada 15 

oktober 2021).  

https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/
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Pemerintah bertanggung jawab dalam memaksimalkan kesejahteraan bagi 

masyarakat dengan melakukan upaya membuat suatu kebijakan yang menuju pada 

arah pemberdayaan masyarakat.  Sebagai wujud pengamalan terhadap UUD 1945 

tersebut, pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi membuat strategi na-

wacita, yang salah satunya memprioritaskan pembangunan daerah pinggiran atau 

desa. Termuat dalam poin ketiga dari Nawacita Presiden Jokowi yang menebalkan 

prase membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah 

dan desa dalam rangka negara kesatuan. Perhatian Pemerintah lewat Nawacita ter-

sebut, diperkuat oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.  

 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi acuan perubahan Para-

digma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap hanya sebagai sebuah objek 

pembangunan saja oleh pemerintah, melainkan juga menjadi sebuah subyek dan 

ujung tombak pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Selain itu guna mendukung pembangunan, Pemerintah memberikan Dana Desa 

lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam Undang-Undang 

No. 6 Tahun 2014 tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komit-

men negara dalam melindungi dan memberdayakan desa. Untuk mewujudkan 

tujuan tersebut pemerintah pusat melaksanakan tanggung jawab nya melalui salah 

satu kementerian yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi (Kemendes PDTT). 

 

Berikut ini adalah salah satu sasaran yang menjadi target untuk direalisasikan oleh 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Ke-

mendes PDTT) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2020-2024. Sasaran target tersebut yakni terwujudnya desa tertinggal 

menjadi desa berkembang sebanyak 10.000 ribu desa.  Untuk mencapai tujuan 

tersebut pemerintah pusat bekerja bersama dengan masing- masing pemerintah 

provinsi berdasarkan peraturan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah.  
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 

2 menerangkan jika Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah 

Provinsi, dan Daerah Provinsi itu dibagi dengan Daerah Kabupaten dan Kota. 

Daerah Kabupaten/Kota dibagi dengan Kecamatan dan Kecamatan dibagi dengan 

Kelurahan dan/atau Desa, berdasarkan itu penyelenggaraan urusan pemerintahan 

di daerah dilaksanakan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pemban-

tuan. Berdasarkan aturan tersebut dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Lampung 

memiliki kewajiban untuk ikut serta bersama mewujudkan kesejahteraan bagi 

masyarakat Lampung. (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Republik Indo-

nesia Tahun 2020-2024 ) 

 

Berdasarkan data Biro Otonomi daerah Provinsi Lampung, Provinsi Lampung 

dengan Ibu Kota Bandar Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 Km2 

termasuk 160 pulau yang terletak pada bagian paling ujung Tenggara Pulau Su-

matera dengan jumlah penduduk 7.596.115 orang. Secara administratif Provinsi 

Lampung dibagi menjadi Kabupaten /Kota dengan 2.423 Desa. Demikian 

Pemerintah Provinsi Lampung memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan 

melaksanakan pembangunan di Lampung melalui Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD). 

 

Untuk itu dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan 

dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Provinsi Lampung, maka visi 

pembangunan Tahun 2019-2024 yaitu “RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”. 

Adapun Misi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2019-2024 yang termuat 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), untuk men-

capai visi Pembangunan Provinsi Lampung khusus nya terkait desa 2019-2024 

ada beberapa misi sebagai berikut: 

1. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis per-

tanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah 

perkotaan. 

2. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk 

kesejahteraan bersama. 
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Selain itu untuk mewujudkan misi pembangunan tersebut, Pemerintah Provinsi 

Lampung dalam hal ini oleh Gubernur membuat 33 janji kerja, khusus nya janji 

yang mengenai perhatian terhadap desa yaitu: 

1. Janji kerja ke 30 Smart village (Desa cerdas) 

2. Janji kerja ke 31 Pendampingan program pembangunan desa 

Untuk mewujudkan Visi- Misi dan Janji kerja tersebut secara khusus untuk me-

nangani desa, Pemerintah Provinsi Lampung dalam pemberdayaan masyarakat 

dan desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Trans-

migrasi (DPMDT) Provinsi Lampung. (Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024). 

 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 56 Tahun 2019, Da-

lam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi 

Provinsi Lampung (DPMDT), membuat rencana yang disebut Rencana Strategis 

(RENSTRA) untuk mengatasi permasalahan-permasalahan mengenai desa yang 

masih terjadi sampai saat ini. Adapun berbagai tantangan kedepan yang perlu di-

antisipasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dalam 

pencapaian program prioritas, antara lain: 

Masih banyak desa tertinggal di Provinsi Lampung yang harus di-

entaskan (RENSTRA DPMDT Provinsi Lampung Tahun 2020-

2024). 

 

Dalam mengentaskan permasalahan mengenai desa, Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung (DPMDT) berkoordinasi 

dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten (DPMD KAB) untuk 

menangani permasalahan di masing-masing daerah/kabupaten. Dinas Pem-

berdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten (DPMD KAB) merupakan unsur 

pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang 

menjadi kewenangan daerah. (Rencana Strategis DPMDT Tahun 2020-2024). 
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Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hajat 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradi-

sional yang diakui dan dihormati oleh sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). Selain itu desa juga diperkuat oleh Otonomi Desa 

dan UU No. 6 Tahun 2014 aturan-aturan ini memberi ruang yang cukup luas 

untuk desa agar dapat lebih berkembang maju dan mandiri. Namun saat ini ber-

dasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Peraturan Men-

teri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa masih banyak terdapat Desa dalam Sta-

tus tertinggal, tentu hal ini adalah sebuah permasalahan yang harus diatasi. 

Mengacu pada Indeks Desa Membangun. desa tertinggal adalah desa yang 

memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau 

kurang dapat mengelola dengan baik. Berikut adalah data mengenai jumlah de-

sa di Provinsi Lampung berdasarkan Status Indeks Desa Membangun (IDM) 

dari beberapa tahun terakhir 2019- 2021. 

 

Tabel 1.1 Indeks Desa Indeks Desa Membangun (Idm) Provinsi Lampung 

 

STATUS IDM 2019 2020 2021 

MANDIRI 6 0,25% 21 0,86% 60 2,46% 

MAJU 232 9,53% 370 15,20% 542 22,26% 

BERKEMBANG 1674 68,75% 1812 74,41% 1705 70,02% 

TERTINGGAL 504 20,70% 226 9,28% 128 5,26% 

SANGAT 

TERTINGGAL 

19 0,78% 6 0,25% 0 0,00% 

(Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2021) 

 

Berdasarkan data tersebut terdapat jumlah perkembangan desa berikut status 

dan persentasenya, desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal 

dan desa sangat tertinggal mengalami proses pengembangan, terjadi pening-

katan dan pengurangan jumlah status Desa untuk setiap tahunnya ini menunjuk-

kan bahwa ada strategi sebelumnya yang diupayakan oleh Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Transmigrasi (DPMDT) Provinsi Lampung serta Stakeholder 
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terkait lainnya, Sehingga dapat perlahan mengentaskan permasalahan yang ada 

khususnya pada Desa Tertinggal.  Berdasarkan data di atas sampai dengan saat 

ini masih terdapat permasalahan 128 Desa tertinggal pada tahun 2021. 

 

Menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah terkait, khusus DPMDT Provinsi 

Lampung agar dapat mengentaskan permasalahan ini, desa tertinggal adalah 

sebuah masalah berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang termuat da-

lam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016. Selain itu keseriusan dan perhatian 

pemerintah terhadap desa di buktikan dengan hadirnya UU No. 6 Tahun 2014 

kemudian diikuti oleh Strategi Nawacita, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dae-

rah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) DPMDT Provinsi Lampung 

yang salah satu arah utama khusus memprioritaskan mengenai pembangunan 

Desa. 

 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, peneliti juga mem-

bandingkan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian yang akan 

diteliti. Penelitian terdahulu dijadikan bahan referensi dan rujukan dalam 

penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu disajikan sebagai berikut: 

 

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu 

 

No Judul Penulis Hasil Penelitian 

1 Analisis Kebijakan 

Pemerintah dalam Me-

nangani Pengembangan 

Desa Tertinggal Studi 

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Kabu-

paten Muaro Jambi 

Ditulis oleh 

Sumarni 

pada Tahun 

2020 

metode yang  digunakan dalam 

penelitian, bersifat yuridis nor-

matif dengan metode pengum-

pulan data melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian adalah strategi 

Dinas dengan melakukan strate-

gi dan meningkatkan ke-

mandirian masyarakat dan Desa 
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tertinggal. Kemudian faktor 

penghambat dari pembangunan 

Desa adalah akses jarak yang 

relatif jauh, minimnya sumber 

daya manusia, sumber daya 

alam yang dimiliki oleh 

masing-masing Desa, serta 

masih kurangnya tingkat 

partisipasi dan dukungan dari 

pihak masyarakat Desa. Upaya 

yang dilakukan oleh Dinas

 pemberdayaan masyara-

kat Desa berupa memberikan 

fasilitas dan prasarana. 

 

2 “Strategi Pembangunan 

Desa Bertipologi Sangat 

Tertinggal di Kawasan 

Kadungsepur 

Oleh Rau-

lendhi Fau-

zanna pada 

tahun 2020 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian yaitu bersifat Popu-

lasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah desa 

dengan tipologi sangat terting-

gal di Kawasan Kedungsepur, 

yang mana hanya tersebar di 

dua kabupaten yaitu Kabupaten 

Demak dan Kabupaten Grobo-

gan. Hasil penelitian menunjuk-

kan bahwa Desa Sidogemah 

memiliki karakteristik ling-

kungan yang mendukungnya 

menjadi bertipologi sangat 

tertinggal, yaitu banjir rob dan 

abrasi. Selain itu juga di-

pengaruhi oleh beberapa faktor 
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berupa rendahnya aksesibilitas, 

tenggelamnya wilayah desa, ter-

putusnya akses menuju dua 

dusun. Strategi pembangunan 

desa diutamakan pada strategi 

S-O (Strengths-Opportunities) 

melalui pemanfaatan potensi 

desa. 

 

3 Strategi Pengembangan 

Desa Tertinggal dalam 

Percepatan Pem-

bangunan Ekonomi 

Pedesaan di Kabupaten 

Labuhanbatu Selatan 

Ahmad 

Yusuf 

Rangkuti 

pada tahun 

2017 

Metode penelitian yang 

digunakan adalah kuantitatif. 

hasil analisis matriks EFE 

menunjukan bahwa skor bobot 

faktor strategis. Berdasarkan 

matriks SWOT dan hasil ana-

lisis matriks QSP menunjukan 

bahwa strategi yang menjadi 

prioritas utama adalah mening-

katkan akses kerjasama yang 

baik antara pemerintah provinsi 

dengan kabupaten yang di-

tuangkan dalam suatu kebijakan 

pembangunan dengan nilai 

(TAS) sebesar 6.079. Adapun 

nilai TAS terendah pada strategi 

membangun database dan men-

erapkan deteksi dini akan ter-

jadinya bencana alam dengan 

nilai TAS 4.642. 

 

4 judul  “Analisis 

Penyebab Rendahnya 

Ditulis oleh 

Dell Oktha-

Penelitian ini menggunakan 

metode kombinasi dengan meng-
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Pelayanan Dasar  Desa 

Tertinggal Di Kecamatan 

Siempat Nempu  Dan 

Pengaruh Terhadap 

Kepuasan Masyarakat 

Desa  (Studi Kasus Di 

Desa Maju Kecamatan 

Siempat Nempu Kabu-

paten Dairi) 

lia Tahun 

2019 

gabungkan metode kualitatif dan 

kuantitatif secara berurutan. 

Teknik pengumpulan data 

menggunakan metode wawancara, 

menyebarkan kuesioner dan ob-

servasi.  Hasil menunjukkan  Aki-

batknya pemerintah desa harus 

mulai berbenah untuk meningkat-

kan pelayanan pendidikan dan 

kesehatan di Desa Maju. Se-

dangkan berdasarkan hasil ana-

lisis, pelayanan dasar di Desa Ma-

ju mempunyai pengaruh yang ren-

dah terhadap kepuasan masyarakat 

sebesar 20,9%. Rendahnya 

pengaruh tersebut disebabkan ka-

rena masyarakat tidak terlalu 

mempermasalahkan rendahnya 

pelayanan dasar, karena bagi 

masyarakat hal tersebut tidak 

mempengaruhi perekonomian 

masyarakat. 

 

5 Ketimpangan Pem-

bangunan Desa Terting-

gal dengan Konsep 

AGIL (Studi Pada Pekon 

Atar Kuwau dan Pekon 

Argomulyo) 

Ditulis oleh 

Nosi Marisa 

Tahun 2019 

Hasil penelitian berdasarkan kon-

sep AGIL menunjukkan bahwa 

pelaksanaan pembangunan desa 

tertinggal pada indeks pelayanan 

dasar hanya 11,95% disebabkan 

karena terdapat kekurangan dari 

segi : Adaptasi, pekerjaan 

masyarakat seluruhnya sebagai 

petani kopi hanya dapat memenuhi 
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kebutuhan hidup dan tidak cukup 

untuk memenuhi pendidikan dan 

kesehatan, produksi masyarakat 

hanya sedikit dan tidak mencukupi 

untuk kebutuhan sehari – hari. 

Tujuan (Goal), masyarakat ber-

partisipasi aktif tetapi masih ku-

rang berinisiatif untuk bekerjasa-

ma dengan pihak lain dan ku-

rangnya fasilitas pendidikan dan 

kesehata. Integrasi (Integration), 

pemerintah desa bekoordinasi 

dengan baik tetapi tidak di dukung 

dengan pemenuhan integrasi adap-

tasi. Pemeliharaan Pola (Latency), 

dalam pendidikan sudah cukup 

baik tetapi untuk kesehatan masih 

kurang pemahaman, kebijakan 

yang tepat adalah pembangunan 

akses jalan dan peningkatan fasili-

tas pendiidikan.  

(Sumber : Diolah oleh peneliti, 2021) 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini 

mengkaji dan membahas bagaimana strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Transmigrasi Provinsi Lampung dalam pengembangan Desa tertinggal. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif dengan 

pendekatan bersifat Deskriptif dengan menjelaskan berbagai fenomena yang ter-

jadi.  
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1.2 Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana Pelaksanaan Strategi Pengembangan Desa Tertinggal oleh 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung? 

2. Apakah Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengembangan Desa 

Tertinggal oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi 

Provinsi Lampung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Strategi Pengembangan Desa Terting-

gal oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi 

Lampung. 

2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengem-

bangan Desa Tertinggal oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Transmigrasi Provinsi Lampung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

  

Kegunaan dan manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi, pemikiran, 

informasi, dan rujukan berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan dan juga 

menambah pengetahuan berkaitan tentang peran Dinas Pem-

berdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung da-

lam Strategi Pengembangan Desa Tertinggal. 

2. Secara Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan, bacaan mau-

pun evaluasi bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 

Transmigrasi Provinsi Lampung agar kedepan dapat lebih baik lagi 

dalam mengentaskan permasalahan Desa Tertinggal di Provinsi 

Lampung. 



 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Tinjauan Strategi Pengembangan 

 

Strategi merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang 

dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang membuat 

dampak dalam perkembangan dalam sebuah organisasi. Menurut Siagian (2006)  

menyatakan bahwa strategi adalah suatu rangkaian dari keputusan atau tindakan 

mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh para 

jajaran agar sesuatu organisasi dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut. 

 

Menurut Salusi dan Young (Sri Wahyuningsih: 2018) strategi ialah suatu seni 

menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai 

sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi 

yang paling menguntungkan”. Sedangkan menurut Wheelen dan Hunger (2012) 

memberikan pendapat yang sama mengenai strategi yang dimana menurutnya 

strategi merupakan tempat sekumpulan dari keputusan manajerial dan merupakan 

aksi pengambilan keputusan jangka panjang disuatu perusahaan. Hal tersebut 

meliputi analisis lingkungan eksternal dan internal, formulasi strategi, implemen-

tasi strategi, evaluasi dan kontrol. 

 

Menurut Arthur A.J. (2007) mengatakan strategi terdiri dari aktivitas-aktivitas 

yang penuh daya saing serta pendekata pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja 

yang memuaskan (sesuai target). Sedangkan Suryono (2004) mengungkapkan 

bahwa pengertian startegi pada prinsipnya selalu berkaitan dengan tiga hal utama 

yaitu, tujuan, sasaran, dan cara. Oleh karena itu, ketiga prinsip tersebut harus di-

miliki dalam penerapan strategi yang ingin dijalankan. 
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Berbeda dengan Kuncoro (2006) menyatakan bahwa strategi merupakan bagian 

dari proses yang mencakup sejumlah tahapan yang saling berkaitan dan berurutan 

membuat strategi yang telah dibentuk dapat memenuhi tujuan dari organisasi. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa strategi merupa-

kan suatu metode atau cara pencapaian tujuan secara efektif dan efisien dengan 

respon secara terus menerus terhadap peluang suatu rangkaian dari keputusan ma-

najerial yang meliputi analisis lingkungan eksternal dan internal, formulasi strate-

gi, implementasi strategi, evaluasi dan kontrol guna mengatasi permasalahan dan 

untuk memenuhi tujuan dari organisasi. 

 

Dalam lingkungan organisasi pemerintah, strategi memiliki peranan yang sangat 

penting bagi keberhasilan suatu organisasi karena meliputi tindakan dan koordina-

si dalam mencapai tujuan. Adapun menurut Grant (1999), strategi mencakup 3 

peranan penting dalam mencapai suatu tujuan, yaitu: 

1. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan Strategi se-

bagai suatu elemen untuk mencapai kesuksesan, strategi suatu hal yang 

akan memberikan suatu ikatan hubungan antara hasi-hasil dari ide yang 

diambil oleh individu atau instansi terkait. 

2. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi 

Strategi memiliki peranan penting sebagai sarana koordinasi dan 

komunikasi agar untuk memberikan kesamaan arah bagi organisasi 

pemerintah sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. 

3. Strategi sebagai target 

Konsep strategi akan disatukan dengan suatu visi dan misi untuk 

menuntukan dimana oraganisasi pemerintah berada dalam masa yang 

akan datang. Menetapkan suatu tujuan dapat membantu seorang indi-

vidu dapat didengarkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

bersama. 
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Pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang 

dilaksanakan secara sadar, terencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab da-

lam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengem-

bangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan 

dan keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan-

kemampuannya, sebagai bekal untuk selanjutnya atas prakarsa sendiri menambah, 

meningkatkan dan mengembangkan dirinya, maupun lingkungannya kearah 

tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan prbadi 

yang mandiri. 

 

Sedangkan menurut Cambridge Dictionary pengembangan adalah proses dimana 

seseorang atau sesuatu tumbuh atau berubah dan menjadi lebih maju. Setiap 

manusia semestinya mengalami perkembangan dari tidak bisa menjadi bisa dari 

biasa saja menjadi istimewa. Berdasarkan penjelasan menurut para ahli tersebut  

disimpulkan bahwa pengembangan merupakan sebuah proses yang dapat 

menghasilkan pertumbuhan, kemajuan, perubahan positif atau peningkatan 

jumlah komponen fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan demografis. Proses 

pengembangan mutlak dibutuhkan untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Se-

tiap perusahaan atau lembaga tertentu berusaha melakukan pengembangan rutin. 

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Strategi pengembangan 

adalah usaha menyeluruh, yang memerlukan dukungan dari pimpinan atas yang 

dirancang untuk meningkatkan efektifitas organisasi melalui penggunaan bebera-

pa teknik intervensi dengan menerapkan pengetahuan yang berasal dari ilmu-ilmu 

perilaku. 

 

Adapun komponen-komponen pengembangan antara lain: 

a) Tujuan dan pengembangan harus jelas dan dapat diukur, maksud-

nyaadalah bahwa setiap kegiatan yang dilakukan untuk pengem-

bangan harusjelas kemana arahnya dan dapat dikerjakan, dan harus 

disesuaikan dengankondisi, jangan mengada-ada dan dapat diper-

tanggungjawabkan. 
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b) Para pelatih harus ahlinya yang berkualifikasi memadai (profesional) 

maksudnya orang-orang yang dijadikan pelatih adalah orang yang 

memang mampu dalam melatih dan itu merupakan bidangnya agar 

hasil yang diperolehnya baik. 

c) Materi pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak 

dicapai, maksudnya agar materi yang diberikan itu tidak lari dari jalur 

atau tujuan yang hendak dicapai karena akan mengakibatkan keru-

gian. 

 

Strategi pengembangan adalah suatu proses yang meningkatkan efektivitas keor-

ganisasian dengan mengintegrasikan keinginan individu akan pertumbuhan dan 

perkembangan tujuan keorganisasian. secara khusus proses ini merupakan usaha 

mengadakan perubahan secara terencana yang meliputi suatu sistem total sepan-

jang periode tertentu, dan usaha mengadakan perubahan ini berkaitan dengan misi 

organisasi. 

 

Indikator yang digunakan pada penelitian ini untuk mengukur Strategi Pengem-

bangan Desa Tertinggal adalah konsep G.R. Terry (Sukarna 2011:11) yaitu:  

 

a) Planning (Perencanaan) adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta 

fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asum-

si-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan 

dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai 

hasil yang diinginkan. 

b) Organizing (Pengorganisasian), pengorganisasian tidak dapat di-

wujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetap-

kan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit. Pengorganisasian 

ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam 

kegiatan yang dipeelukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-

orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-

faktor physik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hub-

ungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam 

hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. 
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c) Actuating (Pelaksanaan /Penggerakan) adalah membangkitkan dan 

mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan 

berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta 

serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari 

pihak pimpinan. 

d) Controlling (Pengawasan), Control mempunyai perananan atau 

kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat 

mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja tertib, 

terarah atau tidak. Walaupun planning, organizing, actuating baik, 

tetapi apabila pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib dan terarah, maka 

tujuan yang telah ditetapkan tersebut tidak akan tercapai. Dengan 

demikian control mempunyai fungsi untuk mengawasi segala 

kegaiatan agara tertuju kepada sasarannya, sehingga tujuan yang telah 

ditetapkan dapat tercapai. 

 

2.2 Tinjauan Desa Tertinggal 

 

Desa Tertinggal menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terting-

gal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks 

Desa Membangun Desa tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber 

daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang menggelolanya dalam 

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta 

mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Adapun ciri-ciri Desa terting-

gal menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 

Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Bahwa dalam pasal 4 ayat 

(1) suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria: 

1. Perekonomian masyarakat masih rendah 

2. Sumber daya manusia 

3. Sarana dan prasarana 

4. Kemampuan keuangan daerah 

5. Aksesibilitas 

6. Karakteristik daerah. 
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2.3 Konsep Dasar Pengembangan Desa Tertinggal 

 

2.3.1 Pengertian Potensi Desa 

 

Menurut Soleh (2017) potensi adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemam-

puan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan. Jadi Potensi de-

sa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu 

desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Soleh selanjutnya potensi desa 

dapat dibedakan menjadi dua; Pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, 

iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Kedua 

adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lem-

baga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta apara-

tur dan pamong desa. Secara singkat potensi desa dapat dijelaskan sebagai beri-

kut:  

a. Potensi Fisik, Potensi fisik adalah potensi yang berkaitan dengan 

sumber daya alam yang ada di desa.  

b. Potensi Nonfisik, Potensi non fisik adalah segala potensi yang 

berkaitan dengan masyarakat desa dan tata perilakunya 

c. Potensi non fisik lainnya adalah lembaga desa, aparatur desa, adat 

istiadat dan budaya. Suatu masyarakat desa yang hidup dalam wak-

tu yang lama akan membentuk tata kehidupan tersendiri. 

 

Tata kehidupan akan dipengaruhi oleh kondisi alam wilayah desa itu sendiri. 

Menurut Soleh (2017) Potensi fisik dan nonfisik desa tersebut merupakan faktor 

penunjang peranan desa sebagai hinterland, yaitu daerah penghasil bahan-bahan 

pokok bagi masyarakat kota. Berdasarkan potensinya wilayah pedesaan digo-

longkan menjadi tiga: a. wilayah desa berpotensi tinggi, terdapat didaerah berpo-

tensi subur, topografi rata, dan dilengkapi dengan irigasi teknis. b. wilayah desa 

berpotensi sedang, terdapat didaerah dengan lahan pertanian agak subur, topografi 

tidak rata, serta irigasi sebagian teknis dan semiteknis. c. wilayah desa berpotensi 

rendah, terdapat didaerah pertanian tidak subur, topografi kasar (perbukitan) dan 

sumber air bergantung pada curah hujan. 
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2.3.2 Kondisi Umum Daerah Tertinggal 

 

Adanya disparitas kualitas sumber daya manusia antar wilayah, perbedaan ke-

mampuan perekonomian antar daerah, serta belum meratanya ketersediaan infra-

struktur antar wilayah mendukung fakta kesenjangan antar wilayah. Kondisi ren-

dahnya pencapaian pembangunan tersebut diidentifikasi sebagai daerah tertinggal 

yang merupakan dampak dari rendahnya indeks kemajuan pembangunan 

ekonomi, sumberdaya manusia, dan penurunan angka kemiskinan (Anonimous, 

2015). Menurut PP Nomor 78 Tahun 2014, daerah tertinggal didefinisikan sebagai 

daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang 

dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. 

 

Pembangunan daerah tertinggal adalah suatu proses, upaya, dan tindakan secara 

terencana untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan wilayah yang merupakan 

bagian integral dari pembangunan nasional. Sebagai bentuk afirmasi kebijakan 

pembangunan di daerah pinggiran termasuk didalamnya daerah tertinggal perlu 

dilakukan langkah-langkah percepatan. Percepatan Pembangunan Daerah. 

Tertinggal mengandung arti keberpihakan dan penajamaan terhadap pembangunan 

daerah tertinggal di bidang perencanaan, pendanaan dan pembiayaan serta penye-

lenggaraan pembangunan daerah tertinggal. Desa tertinggal adalah daerah yang 

relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.  

 

Indikator yang menjelaskan desa tertinggal erat kaitannya dengan bidang ekonomi 

(rendahnya standar hidup), sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia 

(SDM), sarana dan prasarana, karakteristik wilayah (seperti lokasi dan keadaan 

geomorfologis), rawan bencana dan konflik, serta kebijakan pembangunan yang 

tidak mengikutsertakan desa atau sangat jauh dari pusat pembangunan wilayah. 

Walaupun kebijakan sudah banyak ditempuh dalam mengembangkan wilayah dan 

memprioritaskan pembangunan desa tertinggal dalam waktu yang sudah diten-

tukan, tapi tetap saja desa tertinggal masih tersebar di Indonesia (Elsa, 2013). Di 

sektor masyarakat tradisional banyak sekali sumberdaya alam yang belum dikem-

bangkan secara optimal disebabkan karena masih terbelakangnya masyarakat ter-

sebut, kekurangan modal, sehingga tingkat produktifitas rendah dan berimplikasi 

terhadap tingkat pendapatan yang rendah. Keterbatasan pengetahuan dan modal 
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menjadi faktor yang menghambat pembangunan desa (Suharyanto dan Sofiyanto, 

2012).  

 

Pada hakikatnya, daerah tertinggal memiliki potensi sumberdaya yang besar, akan 

tetapi belum dimanfaatkan secara optimal sehingga masih mempunyai ketergan-

tungan yang kuat dengan daerah luar (Santoso dan Putri, 2012). Penetapan daerah 

tertinggal berdasarkan enam kriteria utama yaitu ekonomi, sumber daya manusia, 

infrastruktur, kapasitas keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. 

Hal inilah yang mendasari diperlukannya upaya pembangunan daerah tertinggal 

yang terencana dan sistematis agar kesenjangan antara daerah tertinggal dan non 

tertinggal dapat semakin dikurangi (Anonimous, 2015). Pembangunan pedesaan 

seharusnya berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan, yaitu adanya 

keterlibatan stakeholders, karena setiap pihak memiliki sumberdaya dan peran 

yang biasa didayagunakan secara proposional sekaligus mengubur paradigma la-

ma yang berasumsi bahwa pemerintah berperan sebagai pemasok atau penyedia, 

dan perannya digantikan oleh fasilitator serta pemberdaya masyarakat (Tobirin, 

2013). 

 

2.3.3 Permasalahan Dalam Pembangunan Desa Tertinggal 

 

Arah pembangunan Desa sebagaimana ditetapkan melalui Undang-Undang No-

mor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa pembangunan Desa 

bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manu-

sia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pem-

bangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta 

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan 

mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna 

mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.  

 

Pembangunan Kawasan Perdesaan yang merupakan perpaduan pembangunan an-

tar Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, diarahkan untuk mempercepat dan 

meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat 

desa, melalui penetapan dan pemanfaatan wilayah pembangunan desa sesuai 

dengan tata ruang Kabupaten/Kota; peningkatan pelayanan masyarakat perdesaan; 
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pembangunan infrastruktur, ekonomi perdesaan, dan teknologi tepat guna; serta 

peningkatan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi (Anonimous, 2015). 

 

Secara umum menurut (Soleh, 2017) permasalahan-permasalahan dalam pem-

bangunan desa adalah sebagai berikut: 

a. Tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dipedesaan yang 

masih rendah. 

b. Ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non fisik di desa dan 

kawasan pedesaan yang belum memadai.  

c.  Ketidakberdayaan masyarakat pedesaan akibat faktor ekonomi mau-

pun non ekonomi.  

d. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa yang memerlukan 

penyesuaian dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Desa. 

e. Kualitas lingkungan hidup masyarakat desa memburuk dan sumber 

pangan yang terancam berkurang. 

f. Pengembangan potensi ekonomi lokal desa yang belum optimal akibat 

kurangnya akses dan modal dalam proses produksi, pengolahan mau-

pun pemasar hasil produksi masyarakat desa.  

g. Masih lemahnya antar pelaku pembangunan untuk mempercepat pem-

bangunan daerah tertinggal. 

 

Menurut Muhi (2011) salah satu penyebab daerah pedesaan masih terisolasi atau 

tertinggal adalah masih minimnya prasarana dan sarana transportasi yang membu-

ka akses daerah pedesaan dengan daerah lainnya. Kondisi prasarana dan sarana 

transportasi yang minim berkontribusi terhadap keterbelakangan ekonomi daerah 

pedesaan. Menurut Lubis (2009) keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, 

transportasi air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang 

menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal tersebut mengalami kesulitan untuk 

melakukan aktivitas ekonomi dan sosial. 
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Puspasari dan Koswara (2016) menyatakan lebih lanjut bahwa faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap ketertinggalan adalah: 

a. Aspek Sosial, faktor kualitas sumber daya manusia terdiri dari variabel 

tingkat pendidikan, rasio ketergantungan penduduk, dan jumlah tenaga 

kerja. 

b. Aspek Ekonomi, faktor kondisi perekonomian masyarakat terdiri dari 

variabel mata pencaharian penduduk bukan buruh tani, dan kemiskinan. 

c. Aspek Infrastruktur, faktor infrastruktur sosial terdiri-dari variabel ting-

kat kecukupan sarana pendidikan, tingkat kecukupan sarana kesehatan, 

jumlah tenaga kesehatan, dan kondisi perumahan. Faktor infrastruktur 

ekonomi terdiri-dari jarak dari pusat desa ke pusat kecamatan, kondisi 

jalan baik/buruk, tingkat ketersediaan sarana perdagangan, tingkat 

ketersediaan prasarana listrik, dan tingkat ketersediaan prasarana air 

bersih. Dalam kenyataan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi 

pada kesejahteraan, masih melekat bahwa rakyat dipandang sebagai 

obyek pembangunan bukan sebagai subyek pembangunan. Keadaan ini 

menyebabkan masyarakat amat tergantung kepada pemerintah didalam 

melindungi, menyelamatkan dan mensejahterakan kehidupan mereka. 

Hal ini tentunya amat memprihatinkan karena akan memperlemah daya 

juang rakyat di dalam memecahkan permasalahannya, maupun menum-

buhkan partisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan itu sendiri 

(Hendrayady, 2010).  

 

Strategi pembangunan daerah tertinggal sebagai salah satu upaya untuk memini-

malisir tingkat disparitas di suatu wilayah disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kondisi masing-masing daerah. Strategi yang dimaksud adalah pengembangan 

ekonomi lokal, strategi ini diarahkan untuk mengembangkan ekonomi daerah 

tertinggal dengan didasarkan pada pendayagunaan potensi sumberdaya lokal yang 

dimiliki masing- masing daerah, oleh pemerintah dan masyarakat, melalui 

pemerintah daerah maupun kelompok-kelompok kelembagaan berbasis masyara-

kat yang ada (Oktavilia, 2011). 
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2.3.4 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Tertinggal 

 

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

yang ditandai peningkatan standard hidup (standard of living). Peningkatan stand-

ard hidup tersebut memerlukan ketersediaan kebutuhan masyarakat yang 

dihasilkan melalui kegiatan produksi barang dan jasa. Produksi barang dan jasa 

memerlukan faktor produksi antara lain sumberdaya alam (natural resources) 

(Suseno, 2016). Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya terencana un-

tuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai perma-

salahan social ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah yang mau dengan 

komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan 

dengan masyarakat Indonesia lainnya. 

 

Pembangunan daerah tertinggal tidak hanya meliputi aspek ekonomi, tetapi juga 

aspek sosial, budaya dan keamanan (bahkan menyangkut hubungan antara daerah 

tertinggal dengan daerah maju). Disamping itu kesejahteraan kelompok masyara-

kat yang hidup didaerah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan yang 

besar dari pemerintah (Sari, 2009). Arah kebijakan pembangunan daerah terting-

gal adalah melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan mening-

katkan pengembangan perekonomian daerah dan kualitas sumberdaya manusia 

yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian 

dan perayanan dasar, sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang 

secara lebih cepat guna dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dari dae-

rah lain yang sudah relatif lebih maju (Anonimous, 2010). 

 

Menurut Syahza dan Suarman (2013), pembangunan pedesaan harus dilakukan 

dengan pendekatan yang sesuai dengan sifat dan cirinya. Pembangunan pedesaan 

harus mengikuti empat upaya besar, satu sama lain saling berkaitan dan merupa-

kan strategi pokok pembangunan pedesaan, yaitu: Pertama, memberdayakan 

ekonomi masyarakat desa. Dalam upaya ini diperlukan masukan modal dan bimb-

ingan-bimbingan pemanfaatan teknologi dan pemasaran untuk memampukan dan 

memandirikan masyarakat desa; Kedua, meningkatkan kualitas sumberdaya 

manusia pedesaan agar memiliki dasar yang memadai untuk meningkatkan dan 

memperkuat produktivitas dan daya saing; Ketiga, pembangunan prasarana di 
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pedesaan. Untuk daerah pedesaan prasarana perhubungan merupakan kebutuhan 

yang mutlak, karena prasarana perhubungan akan memacu ketertinggalan 

masyarakat pedesaan; dan keempat, membangun kelembagaan pedesaan baik 

yang bersifat formal maupun nonformal. Kelembagaan yang dibutuhkan oleh 

pedesaan adalah terciptanya pelayanan yang baik terutama untuk memacu 

perekonomian pedesaan seperti lembaga keuangan.  

 

Menurut Badri (2016) Pembangunan masyarakat dan pengembangan wilayah 

pedesaan melibatkan berbagai faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya dan teknolo-

gi, yang satu sama lain saling berinteraksi dalam proses pem-

bangunan.Pembangunan perdesaan sebagaimana disebutkan dalam RPJPN 2005–

2025, diarahkan untuk mewujudkan misi pembangunan yang lebih merata dan 

berkeadilan melalui pengembangan agroindustri berbasis pertanian dan kelautan, 

di dukung kapasitas sumber daya manusia dan modal sosial perdesaan, pengem-

bangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan, 

akses kepada informasi, pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan 

teknologi, serta intervensi kebijakan yang berpihak kepada produk pertanian 

perdesaan nasional (Anonimous, 2015). 

 

Pembangunan perdesaan dalam pembangunan jangka panjang juga diarahkan un-

tuk mewujudkan Misi Bangsa Yang Berdaya Saing, melalui modernisasi dan pen-

ingkatan nilai tambah produk pertanian, kelautan dan pertambangan, yang 

didukung dengan pelayanan transportasi perintis di daerah perbatasan, terpencil, 

dan perdesaan; pengembangan jasa infrastruktur dan keuangan perdesaan; 

perdagangan luar negeri yang berpihak pada perlindungan perdesaan; serta akses 

pendanaan bagi keluarga miskin di perdesaan. Berkaca dari pembangunan 

masyarakat desa pada masa lalu, terutama di era Orde Baru, pembangunan desa 

merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan negara secara 

sentralistik. 
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Dimana pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah baik dengan kemampuan 

sendiri (dalam negeri) maupun dengan dukungan negaranegara maju dan organ-

isasi-organisasi internasional. Pembangunan desa pada era orde baru dikenal 

dengan sebutan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD), dan Pembangunan Desa 

(Bangdes). Kemudian di era reformasi istilah yang lebih menonjol “Pem-

berdayaan Masyarakat Desa (PMD)”. Dibalik semua itu, persoalan peristilahan 

tidaklah penting, yang terpenting adalah substansinya terkait pembangunan desa 

(Muhi, 2012) dalam (Azwardi dan Sukanto, 2014). Bantuan pembangunan infra-

struktur merupakan bantuan yang paling besar diberikan untuk daerah tertinggal. 

Bantuan Pembangunan infrastruktur daerah tertinggal melalui penyediaan sarana 

dan prasarana transportasi, informasi dan telekomunikasi, sosial, ekonomi dan en-

ergi diharapkan menjadi stimulan kegiatan utama perekonomian.  

 

Percepatan pembangunan infrastruktur daerah tertinggal sangat diperlukan untuk 

mengurangi ketimpangan pembangunan dengan daerah non tertinggal. Bantuan 

infrastruktur ekonomi seperti pembangunan jaringan jalan, transportasi, listrik, 

berkontribusi terhadap output kedaerahan, pendapatan dan pertumbuhan lapangan 

kerja, serta meningkatkan kualitas hidup. Pengeluaran di bidang infrastruktur ber-

pengaruh secara positif terhadap kinerja makro ekonomi karena kenaikan biaya 

pengeluaran di bidang infrastruktur mengurangi biaya produksi perusahaan, men-

stimulasi investasi, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 

 

Dalam hal ini pemerintah tidak menciptakan lapangan kerja secara langsung na-

mun membantu menciptakan suasana kondusif dalam investasif (Putra dkk, 2015). 

Menurut Soleh (2017) ada beberapa langkah yang perlu dilakukan agar pelaksa-

naan pengembangan potensi desa bisa berjalan lancar, efektif dan efisien sesuai 

dengan potensi yang ada dan kebutuhan masyarakat. Langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut: 

a. Melakukan pendataan dan kajian awal terhadap data potensi yang terse-

dia untuk menentukan obyek-obyek yang bisa dikembangkan. 

b. Melakukan survei lapangan untuk mengumpulkan data-data yang akan 

dijadikan bahan dalam memetakan potensi dan masalah serta fasilitasi-

fasilitasi yang akan diimplementasikan. 
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c. Melakukan pengkajian melalui tabulasi dan analisis terhadap data yang 

terkumpul dengan menggunakan metoda analisis yang telah ditetapkan 

d. Menentukan skala prioritas potensi yang akan dikembangkan berdasar-

kan kebutuhan, biaya dan manfaat dari hasil pengembangan. 

 

Merumuskan design atau rencana strategis yang berorientasi pada pemberdayaan 

masyarakat untuk “mengembangkan desa mandiri berbasis kawasan pedesaan” 

berdasarkan kondisi riil di lapangan. Mengimplementasikan design atau rencana 

strategis yang telah dihasilkan. Dalam melakukan pengem-bangan potensi desa 

perlu melibatkan partisipsi masyarakat secara proporsional. Hal ini diperlukan 

agar setiap program pengembangan mendapatkan dukungan penuh dari masyara-

kat, mulai dari pendataan, pengkajian, pengerjaan proyek, pemanfaatan hingga 

pemeliharaan. Dengan mengembangkan partisipasi masyarakat maka pem-

bangunan akan lebih efektif dan efisien karena masyarakat akan lebih ber-

tanggung jawab terhadap keberlangsungan pembangunan, mereka merasa ikut 

memiliki setiap hasil pembangunan desa (Soleh, 2017). 

 

2.4 Pemberdayaan Masyarakat Desa 

 

Pemberdayaan masyarakat Desa menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Desa pasal 1 ayat 12 pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya 

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa dengan 

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, 

kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, pro-

gram, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan priori-

tas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan untuk 

memampukan Desa dalam memampukan Desa dalam melakukan tindakan bersa-

ma sebagai satu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di 

tingkat pemerintah Desa, masyarakat Desa, maupun pihak lain untuk mendorong 

partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat Desa dalam proses 

pembangunan yang berpihak kepada kelompok miskin, serta meningkatkan kapa-

sitas dan kualitas sumber daya manusia di Desa. 
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2.5 Strategi Pengembangan Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Transmigrasi Provinsi Lampung (Renstra 2020-2024) 

 

Dalam upaya pengembangan Desa, maka diperlukan beberapa strategi sebagai 

berikut: 

1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana kantor, kualitas pelayanan, 

akuntabilitas dan tertib administrasi perkantoran; 

2. Memantapkan basis data desa yang terukur dan pemetaan klasifikasi 

desa tertinggal, berkembang, maju dan Mandiri, serta melakukan 

upaya-upaya pengentasan desa tertinggal menjadi lebih maju dan 

mandiri; 

3. Memantapkan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan melalui Pembinaan 

Pengembangan Kapasitas, Pelatihan dan Bimtek Manajemen Desa  

serta kader dan lembaga-lembaga desa dalam rangka optimalisasi pe-

layanan dan partisipasi publik, dengan tetap berbasis pada kehidupan 

Sosial Budaya Masyarakat dan Pelestarian Adat istiadat serta pem-

anfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna yang berwa-

wasan lingkungan; 

4. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas lembaga, kelompok 

usaha ekonomi produktif melalui Penguatan BUMDes, institusi 

Pasar/Pasar Desa; 

5. Memprioritaskan pemanfaatan informasi teknologi; 

6. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa dan Dana bantuan dari 

Provinsi/Kabupaten dengan memprioritaskan komponen sosial 

ekonomi dan ekologi; 

7. Meningkatkan kapasitas pengelolaan, memperluas akses permodalan 

dan pemasaran serta pembinaan yang berkelanjutan pada BUMDes; 

 

Selain itu dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan pemberdayaan masyara-

kat, Desa, dan Transmigrasi maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan 

Transmigrasi (DPMDT) Daerah Provinsi Lampung menetapkan beberapa strategi 

sebagai berikut:   



28  

1. Meningkatkan sarana dan prasarana, serta kapasitas SDM dan pening-

katan kualitas pelayanan dan akuntabilitas untuk tertib administrasi per-

kantoran;    

2. Melakukan pendataan dan Pemetaan klasifikasi desa dengan indikator 

yang terukur dan upaya-upaya melakukan pengentasan desa tertinggal 

menjadi lebih maju dan mandiri;  

3. Melakukan peningkatan kapasitas aparatur dan kader lem-

baga/kelembagaan Desa dalam implementasi undang-undang nomor 6 

tahun 2014 tentang Desa serta meningkatkan partisipasi masyarakat da-

lam membangun desa;   

4. Meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat dan keluarga, 

Mengembangkan dan memantapkan manajemen BUMDES, Lembaga 

Keuangan Mikro (LKM) perdesaan, serta Pengembangan institusi pasar 

/pasar desa, serta lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat desa; 

5. Mendorong pemasyarakatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna 

(TTG) bagi masyarakat dalam Pengelolaan potensi Sumber Daya Alam 

(SDA) yang berwawasan lingkungan;  

 

b. Visi-Misi Pemerintah Provinsi Lampung 2019-2024 

 

Mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta 

isu-isu strategis yang terjadi di Provinsi Lampung, maka visi pembangunan Tahun 

2019-2024 yaitu “RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”. Adapun Misi Pem-

bangunan Daerah Provinsi Lampung 2019-2024 yang termuat dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), untuk mencapai visi Pem-

bangunan Provinsi Lampung khusus nya terkait Desa 2019-2024 ada beberapa 

misi sebagai berikut: 

1. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian 

dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan. 

2. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kese-

jahteraan bersama. 
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Selain itu untuk mewujudkan misi pembangunan tersebut, Pemerintah provinsi 

Lampung dalam hal ini oleh Gubernur membuat 33 janji kerja, khusus nya janji 

yang mengenai perhatian terhadap Desa yaitu. : 

1. Janji kerja ke 30 Smart village (Desa cerdas) 

2. Janji kerja ke 31 Pendampingan program pembangunan desa 

 

Untuk mewujudkan Visi- Misi dan Janji kerja tersebut secara khusus untuk me-

nangani Desa, pemerintah provinsi lampung dalam pemberdayaan masyarakat dan 

Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi 

(DPMDT) Provinsi Lampung. 

 

2.6 Kerangka Pikir 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 

2 menerangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas Daerah 

Provinsi, dan Daerah Provinsi itu dibagi dengan Daerah Kabupaten dan Kota. 

Daerah Kabupaten/Kota dibagi dengan Kecamatan dan Kecamatan dibagi dengan 

Kelurahan dan/atau Desa, berdasarkan itu penyelenggaraan urusan pemerintahan 

di Daerah dilaksanakan atas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 

Berdasarkan hal ini, pembinaan dan pengawasan dilakukan mulai oleh Pemerintah 

Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan agar dapat melaksanakan pem-

binaan dan pengawasan secara bertahap hingga dengan Kelurahan dan Desa. 

 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 56 Tahun 2019 ten-

tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung; Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bertransformasi menjadi Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (DPMDT) dengan tugas 

pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang 

Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi, tugas dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang 

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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Dalam peranan nya DPMDT, mesti memiliki rencana dan strategi dalam 

menghadapi tantangan dari sebuah permasalahan yang ada khususnya pada masa-

lah Desa Tertinggal. Dimana status Desa tertinggal berdasarkan Indeks Desa 

Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh KEMENDES merupakan sebuah tanda 

bahwa desa tersebut masih dalam kekurangan dan keterbatasan. Sampai dengan 

saat ini masih dilakukan pengembangan oleh DPMDT Provinsi Lampung dalam 

rangka mengentaskan permasalahan Desa Tertinggal serta bekerjasama dengan 

Stakeholder lainnya. 

 

Pemberdayaan Masyarakat Desa menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Desa pasal 1 ayat 12 pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya 

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa dengan 

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, 

kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, pro-

gram, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan priori-

tas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan untuk 

memampukan Desa dalam memampukan Desa dalam melakukan tindakan bersa-

ma sebagai satu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di 

tingkat pemerintah Desa, masyarakat Desa, maupun pihak lain untuk mendorong 

partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat Desa dalam proses 

pembangunan yang berpihak kepada kelompok miskin, serta meningkatkan kapa-

sitas dan kualitas sumber daya manusia di Desa. 

 

Desa tertinggal berdasarkan menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dae-

rah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Ten-

tang Indeks Desa Membangun Desa tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi 

sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya 

dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia 

serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 
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Mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta 

isu-isu strategis yang terjadi di Provinsi Lampung, maka visi pembangunan Tahun 

2019-2024 yaitu “RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”. Adapun Misi Pem-

bangunan Daerah Provinsi Lampung 2019-2024 yang termuat dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), untuk mencapai visi Pem-

bangunan Provinsi Lampung khusus nya terkait Desa 2019-2024 ada beberapa 

misi sebagai berikut: 

1. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis per-

tanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah 

perkotaan. 

2. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk 

kesejahteraan bersama. 

 

Selain itu untuk mewujudkan misi pembangunan tersebut, Pemerintah provinsi 

Lampung dalam hal ini oleh Gubernur membuat 33 janji kerja, khusus nya janji 

yang mengenai perhatian terhadap Desa yaitu. : 

1. Janji kerja ke 30 Smart village (Desa cerdas) 

2. Janji kerja ke 31 Pendampingan program pembangunan desa 

 

Untuk mewujudkan Visi- Misi dan Janji kerja tersebut secara khusus untuk me-

nangani Desa, pemerintah provinsi lampung dalam pemberdayaan masyarakat dan 

Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi 

(DPMDT) Provinsi Lampung. 

 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 56 Tahun 2019, Da-

lam melaksanakan tugas nya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Trans-

migrasi Provinsi Lampung (DPMDT), membuat rencana yang disebut Rencana 

Strategis (RENSTRA) untuk mengatasi permasalahan-permasalahan mengenai 

Desa yang masih terjadi sampai saat ini. Adapun berbagai tantangan kedepan  
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yang perlu diantisipasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Trans-

migrasi dalam pencapaian program prioritas, antara lain, masih banyak desa 

tertinggal di Provinsi Lampung yang harus dientaskan (RENSTRA DPMDT 

Provinsi Lampung Tahun 2020-2024): 

 

Adapun visualisasi gambar kerangka pikir pada penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         Gambar 2.3 Kerangka pikir 

            (Sumber : Diolah Oleh Peneliti) 
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III METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dan lebih bersifat deskriptif, 

karena pada permasalahan penelitian ini berhubungan dengan satu situasi sosial 

sampai masyarakat luas yang kompleks. Satu situasi sosial dapat terdiri dari satu 

orang, dengan aktivitas tertentu pada tempat tertentu (Sugiyono, 2020: 35). 

Menurut Susan Stainback dalam (Sugiyono, 2020: 35) temuan dalam penelitian 

kualitatif bisa yang sederhana sampai kompleks, terjadi pada peristiwa tunggal 

atau majemuk, kecil atau besar. Bila dilihat dari level of explanation, penelitian 

kualitatif bisa menghasilkan informasi yang deskriptif yaitu memberikan gam-

baran yang menyeluruh dan jelas terhadap situasi sosial yang diteliti, komparatif 

berbagai peristiwa dari situasi sosial satu dengan situasi sosial yang lain atau dari 

waktu tertentu dengan waktu yang lain, atau dapat menemukan suatu pola-pola 

hubungan antara aspek tertentu dengan aspek yang lain, dan dapat menemukan 

hipotesis dan teori. 

 

Menurut Sugiyono (2020: 9) Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan observa-

si, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, ana-

lisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami 

makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan 

hipotesis. 
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Menurut uraian di atas maka instrumen kunci dalam penelitian kualitatif ini adalah 

peneliti itu sendiri. Dalam mengumpulkan data menggunakan gabungan observa-

si, wawancara, dan dokumentasi. Hal itu dilakukan agar bisa lebih mendalam di 

dalam menemukan pemahaman makna, keunikan, konstruksi fenomena, dan 

hipotesis dari data yang diperoleh. 

 

Melalui tipe penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, peneliti akan 

menemukan jawaban dari interaksi sosial yang terjadi antara peneliti dengan objek 

penelitian untuk mendapatkan jawaban dari Strategi pengembangan Dinas Pem-

berdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam mengentaskan 

Desa Tertinggal. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

 

Adapun Lokasi Penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung, dipilih 

nya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampug sebagai 

lokasi penelitian karena Dinas PMDT merupakan salah satu instansi Pemerintah 

Daerah yang memiliki kewenangan dan kewajiban dalam pengembangan Desa 

Tertinggal di Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti 

lakukan sebelumnya peneliti melihat masih terdapat jumlah 128 Desa Tertinggal 

di Provinsi Lampung sehingga perlu ada rencana strategi untuk mengentaskan 

permasalahan tersebut melalui Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan, dan 

Pengawasan. Oleh karena itu dengan melakukan penelitian pada Dinas PMDT 

Provinsi Lampung pastinya peneliti akan memperoleh informasi yang relevan pa-

da saat wawancara, memperoleh data dan dokumentasi yang akurat sebagai 

dokumen pendukung penelitian. 

 

3.3 Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian menurut Spradley dalam Sugiyono, (2019: 209) menyatakan 

bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait 

dari situasi sosial. Fokus penelitian memegang peranan yang sangat penting 

dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian, fokus penelitian 
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sangat dibutuhkan oleh seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya 

volume data yang masuk, luasnya ruang lingkup penelitian, termasuk juga hal-

hal yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus penelitian mem-

berikan batas dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti menjadi 

fokus memahami masalah dalam penelitiannya. 

 

Adapun fokus dalam penelitian ini yang di maksud adalah strategi pengem-

bangan yang berkaitan dengan teori strategi pengembangan program admin-

istrasi kelurahan dalam menyusun data profil kelurahan menggunakan konsep 

teori dari George R.Terry (Sukarna 2011:10) yaitu Planning (Perencanaan), 

Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan), dan Controlling 

(Pengawasan). Berdasarkan fokus penelitian yang telah di uraikan penulis 

kemudian akan dideskripsikan berikut ini: 

 

a. Planning (Perencanaan) 

 

Untuk mengetahui apakah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Transmigrasi Provinsi Lampung melakukan perencanaan atau me-

nyusun strategi untuk kedepannya terkait Strategi Pengembangan 

Desa Tertingal di Provinsi Lampung . 

 

b. Organizing (Pengorganisasian) 

 

Pada indikator ini bertujuan untuk mengetahui apakah Dinas Pem-

berdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam 

menetapkan tugas-tugas pegawai seperti halnya pembagian kerja, 

penempatan kerja, wewenang dan lainnya sudah sesuai dengan ke-

tentuan yang ada atau tidak. 

 

c. Actuating (Pelaksanaan /Penggerakan) 

  

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota 

kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras un-

tuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan 

dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Sehingga 
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indikator ini umtuk mengetahui bagaimana upaya Dinas Pem-

berdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung khu-

susnya pimpinan nya dalam menggerakan pegawai yang bertugas 

supaya bisa membangkitkan semangat dalam Pengembangan Desa 

Tertinggal tersebut. 

 

d. Controlling (Pengawasan) 

 

Mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegaiatan agara tertuju 

kepada sasarannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat 

tercapai. 

 

3.4 Informan Penelitian 

 

Informan dalam penelitian ini adalah informan yang memahami dan menduduki 

jabatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi 

Lampung yang berkaitan dengan ranah pengembangan Desa Tertinggal, dian-

taranya sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2 Daftar Informan 

 

No. Nama Jabatan 

1. Dr.Zaidirina S.E.,M.Si   Kepala Dinas 

2. Safrul Al Hadi, S.STP,M.Si. 

 

Bidang Pemerintahan 

Desa dan Kelurahan 

3. Fahmutami Damhuri,S.STP,M.A 

 

 

Bidang Kelembagaan 

Sosial Budaya 

Masyarakat 

4. Drs. Dorda,S.E, M.M Bidang Pengembangan 

Perekonomian dan Pem-

berdayaan 

Masyarakat Desa 
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5. Endang Indrayani, S.E, M.M Bidang Sumber Daya 

Alam dan Teknologi 

Tepat Guna 

6. M. Arifin, S.SOS, M.Si Bidang 

Ketransmigrasian 

Sumber : (Diolah oleh Peneliti, 2021) 

 

3.5 Sumber Data 

 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dilihat dari 

sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber daya 

sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen 

(Sugiyono, 2019: 225). 

 

Berdasarkan sumber urain diatas, maka klasifikasi sumber-sumber data terse-

but ke dalam jenis-jenis data, yaitu: 

 

1. Data Primer 

Data Primer Dalam penelitian kali ini, data yang dihimpun oleh 

penulis adalah tentang Bagaimana Strategi Pengembangan Desa 

Tertinggal oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi 

Provinsi Lampung. Data diperoleh melalui Wawancara dengan 

sejumlah pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Transmigrasi Provinsi Lampung. Data tersebut akan berupa hasil 

jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti me-

lalui wawancara langsung. 
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2. Data Sekunder 

 

Data sekunder yaitu sebuah data yang telah dikumpulkan peneliti 

dari berbagai laporan – laporan atau dokumen- dokumen yang ber-

sifat informasi tertulis yang digunakan peneliti. Adapun laporan 

yang bersifat informasi tertulis yang dikumpulkan peneliti adalah 

data yang berasal dari jurnal, buku, dan dokumen penting atau 

sumber-sumber lainnya yang dapat mendukung data yang diper-

lukan dalam melakukan proses penelitian 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Observasi (Pengamatan) 

Menurut Moleong dalam (Andi, 2019: 42) Observasi atau yang lebih 

umum dikenal dengan pengamatan adalah kegiatan untuk mengoptimal-

kan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku 

tidak sadar, kebiasaan, dan sebagainya. Menurut Nasution dalam 

(Sugiyono, 2020: 106) observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. 

Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta 

mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Pendapat 

Marshall dalam (Sugiyono, 2020: 106) melalui observasi, peneliti belajar 

tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. 

 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan melakukan 

pengamatan secara langsung di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 

dan Transmigrasi Provinsi Lampung. Observasi dilakukan secara terus 

terang dan tersamar. Peneliti dalam melakukan pengumpulan data 

menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang 

melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal 

sampai akhir tentang aktivitas peneliti.  
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Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar da-

lam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari 

merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan 

dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diizinkan untuk melakukan 

observasi (Sugiyono, 2020 : 108). 

 

2. Wawancara 

 

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar in-

formasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu (Esterberg dalam Sugiyono, 2020: 

114). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasa-

lahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui 

hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2020 : 114). 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semi ter-

struktur, tujuannya adalah agar dalam pelaksanaannya lebih bebas jika 

dibandingkan dengan wawancara terstruktur sehingga dapat menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara 

diminta pendapat, dan ide-idenya. Wawancara dilakukan dengan memilih 

informan yang sudah ditentukan dengan pertimbangan bahwa informan 

adalah orang yang paham berkaitan dengan pengembangan Desa 

Tertinggal di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi 

Provinsi Lampung. 

 

3. Dokumentasi 

 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 

2020: 124). Menurut Bogdan dalam (Sugiyono, 2020: 125) hasil 

penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto 
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atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. 

 

Dalam penelitian ini, dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi dan 

memperkuat kredibilitas data yang didapatkan. Alat yang digunakan sep-

erti handphone untuk recording dan untuk memfoto hal-hal penting, dan 

juga buku untuk keperluan mencatat hal-hal penting berkaitan dengan 

penelitian. 

 

 3.6 Teknik Pengolahan Data 

 

Setelah mendapatkan data, teknik selanjutnya yaitu pengolahan data. Efendi 

dkk dalam Singarimbun dalam Fitria (2021: 46) menjelaskan teknik pen-

golahan data terdiri dari: 

 

1. Editing Data 

 

Editing data merupakan kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan 

dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam menja-

min validitasnya serta untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. 

Dalam proses tersebut, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan 

disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara 

dan menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan. Mengolah 

kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang menarik 

dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik. 

 

2. Interpretasi Data 

 

Pada tahap interpretasi data, data penelitian yang telah dideskripsikan 

baik melalui narasi ataupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga 

dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan 

juga dilakukan dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita 

yang bersifat rahasia. Penulis memilih kata-kata terbaik sehingga tidak 

menimbulkan kesan yang merugikan banyak pihak. Hasil penelitian di-

jabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran juga ditentukan rele-

van dengan hasil penelitian. 
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3.7   Teknik Analisis Data 

 

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangu-

lasi), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh.  pengama-

tan yang terus-menerus mengakibatkan variasi data tinggi sekali, sehingga 

teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas 

(Sugiyono, 2020: 129). Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapan-

gan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kate-

gori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke da-

lam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan mem-

buat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain (Sugiyono, 2020 : 131). 

 

Menurut uraian di atas, Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2020 : 132) 

memberikan model analisis data agar data yang dihasilkan bisa kredibel. 

Langkah-langkah yaitu: 

 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan mem-

berikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diper-

lukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti 

komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. 

 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya.  
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Dalam hal ini yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

 

   3. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan) 

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan  akan  berubah  bila  tidak  ditemukan bukti-

bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data beri-

kutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 

awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

 

3.8  Teknik Validasi Data 

  

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek 

penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2014: 

267). Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabi-

la tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Perlu diketahui bahwa kebenaran 

realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan 

tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil 

proses mental tiap individu dengan latar belakangnya (Sugiyono, 2014: 268). 

 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yang digunakan peneliti meli-

puti: 

 

1. Uji Kredibilitas 

 

Bermacam-macam cara pengujian kredibilitas data, uji kredibilitas data 

atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dil-

akukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam 

penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus 

negatif, dan membercheck (Sugiyono, 2014: 270). Dalam penelitian ini, 
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uji kredibilitas data dilakukan dengan meningkatkan ketekunan yaitu 

melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, 

peneliti juga melakukan triangulasi yaitu untuk pengecekan dan mem-

bandingkan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu. Untuk mendukung kredibilitas data dalam melakukan 

peningkatan ketekunan dan triangulasi data, peneliti menggunakan ban-

tuan bahan referensi seperti rekaman wawancara, dan foto-foto. 

 

2. Uji Keteralihan (Transferability) 

 

Supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga 

ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka 

peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang 

rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka 

pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut. Sehingga dapat 

memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian 

tersebut di tempat lain (Sugiyono, 2014: 276). Bila pembaca laporan 

penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, “semacam 

apa” suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (transferability), maka 

laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas (Sanafiah dalam 

Sugiyono, 2014: 277). 

 

 



 

 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

4.1 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Trasmigrasi 

Provinsi Lampung 

 

4.1.1 Tugas DPMDT Provinsi Lampung 

 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 56 Tahun 

2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Lampung; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) ber-

transformasi menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan 

Transmigrasi (DPMDT) dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan 

dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa dan Transmigrasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan 

yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang 

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

4.1.2 Fungsi DPMDT Provinsi Lampung 

Terkait dengan tugas pokoknya tersebut, Dinas Pemberdayaan Masy-

rakat, Desa dan Transmigrasi mempunyai fungsi : 

1) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan bidang Pemberdayaan 

Masyarakat, Desa dan Transmigrasi; 

2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi; 

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyara-

kat, Desa dan Transmigrasi; 
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4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dibidang Pem-

berdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi; 

5) Pengelolaan administratif; 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lam-

pung, dan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 Ten-

tang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata ker-

ja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi 

Lampung memiliki Tugas Pokok dan Fungsi serta susunan organisasi 

sebagai berikut : 

 

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi mem-

punyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

daerah dibidang pemberdayaan masyarakat, Desa dan Ketransmi-

grasian, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang di berikan 

pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebija-

kan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perun-

dang-undangan.  

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi me-

punyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan bidang pemberdayaan 

masyarakat, Desa dan Ketransmigrasian; 

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan  

daerah dibidang pemberdayaan masyarakat, Desa dan Ketrans-

migrasian; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan mas-

yarakat, Desa dan Ketransmigrasian; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Gubernur dibidang 

pemberdayaan masyarakat, Desa dan Ketransmigrasian; dan 

e. Pengelolaan administratif. 
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4.1.3 Struktur Organisasi DPMDT Provinsi Lampung 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan 

Transmigrasi, terdiri dari : 

a. Kepala; 

b. Sekretariat, membawahi: 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 

3) Sub Bagian Perencanaan. 

c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahi: 

1) Seksi Fasilitasi Administrasi Pemerintahan;  

2) Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa ; dan 

3) Seksi Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas. 

d. Bidang  Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat, membawahi: 

1) Seksi Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyara-

kat; 

2) Seksi Pengembangan SDM dan Partisipasi Masyarakat; dan 

3) Seksi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat. 

e. Bidang Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa, membawahi: 

1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;  

2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah Tertinggal; dan 

3) Seksi Kemitraan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan. 

f. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, 

membawahi: 

1)  Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

Hidup;  

2) Seksi Pengembangan dan Pemetaan Teknologi Tepat Guna; 

dan 

3) Seksi Promosi dan Inovasi Teknologi Tepat Guna. 

g.  Bidang Ketransmigrasian, Membawahi : 

1) Seksi Penyediaan, Penyelesaian Lahan dan Pemberdayaan 

Masyarakat Transmigrasi; 
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2) Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; 

dan 

3) Seksi Penataan Pesebaran dan Penempatan Transmigrasi; 

h. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) ; dan 

i. Kelompok jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan 

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 

bidang keahlian dan keterampilannya. 

 

 (2)  Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, masing-masing dipimpin 

oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-

masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. 

(5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, 

huruf e,  huruf f dan huruf g, masing-masing dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. 

(6) Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana 

Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Dinas. 

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf i, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior 

sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Dinas. 

(8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, De-

sa dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
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Kepala 

(1)  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi 

mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan 

pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ket-

ransmigrasian dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah 

tangga Provinsi (desentralisasi) dalam kewenangannya, tugas dekon-

sentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gu-

bernur serta tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Gubernur 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2)  Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), maka Kepala Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi mempunyai fungsi 

yaitu: 

a. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan 

standar/ pedoman; 

b. Pembinaan, pengendalian, pengawasan serta koordinasi; dan 

c. Pelaksanaan administrasi Dinas. 

 

Sekretariat 

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan ad-

ministratif kepada semua unsur dilingkungan Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dalam melaksanakan pembinaan 

administrasi yang meliputi perencanaan, ketatausahaan, dokumentasi 

dan informasi, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan per-

lengkapan serta pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi . 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sekretariat mempunyai fungsi: 

a. Perumusan perencanaan dan progam pengumpulan serta analisis 

data,  

evaluasi, monitoring dan pelaporan; 

b. Penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan; 

c. Penyusunan anggaran dan pengelolaan urusan keuangan; 

d. Pengelolaan perlengkapan dan urusan rumah tangga; 
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e. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; dan 

f. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha. 

(3)  Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Desa dan Transmigrasi. 

(4) Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi 

membawahi : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Sub Bagian Keuangan 

c. Sub Bagian Perencanaan 

(5) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan uru-

san ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, keproto-

kolan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Trans-

migrasi. Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai 

berikut: 

 

a. Melaksanakan dan menyiapkan kegiatan bahan surat menyurat; 

b. Mengatur penyelesaian surat-surat dinas, pengamanan naskah dinas yang 

sifatnya harus dirahasiakan; 

c. Mengatur penyediaan alat tulis kantor, penggunaan stempel dinas, opera-

tor telepon, faximile dan komputer, pengaturan dan pemeliharaan ken-

daraan dinas operasional; 

d. Menyelenggarakan administrasi barang inventaris dan perlengkapan serta 

pengamanan barang-barang milik pemerintah; 

e. Menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan gedung kantor, pemeli-

haraan dan pengadaan alat kantor; 

f. Menyiapkan bahan penyusunan formasi dan mutasi pegawai, pendidikan 

serta pelatihan pegawai; 

g. Melaksanakan pengelolaan tata usaha kepegawaian; 
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h. Menyelenggarakan kegiatan rumah tangga, tata usaha Pimpinan dan 

keprotokolan; 

i. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian; serta 

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan 

keuangan. Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut : 

a. Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana pelaksanaan anggaran bel-

anja; 

b. Penatausahaan keuangan berupa penerimaan, penyimpanan, penyetoran, 

pembayaran, penyerahan dan pertanggungjawaban pengeluaran; 

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi atas surat pertanggungjawaban 

pengeluaran; 

d. Melaksanakan akuntansi; 

e. Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan 

laporan keuangan; 

f.  Mencatat dan mengklarifikasi serta menindaklanjuti Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) pengawas fungsional; 

g. Menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian calon ben-

dahara dan penanggungjawab/kuasa pengguna anggaran; 

h. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan 

dan perbendaharaan; 

i.  Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan 

j.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan 

perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan program, pengumpulan 

dan analisa data, evaluasi program dan pelaporan. 

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut : 

a. Menghimpun dan pengolahan data; 

b. Menyiapkan bahan dalam rangka  perumusan kebijakan, perencanaan dan  

 program/ kegiatan; 
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c. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan  

berupa Rencana Kegiatan Anggaran, Rencana Dokumen Penggunaan   

Anggaran dan Dokumen Penggunaan Anggaran; 

d. Menyiapkan bahan pemantauan, melaksanakan monitoring dan evaluasi  

 pelaksanaan program/ kegiatan; 

e. Melaksanakan dan Menyusun Rancangan Peraturan Perundang-

undangan,  

 Menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Rencana 

Kegiatan  

 Tahunan serta pedoman pelaksanaannya; 

f. Menyiapkan bahan informasi dan kehumasan; 

g. Menyiapkan laporan tahunan, LAKIP, LPPD dan laporan-laporan 

pelaksanaan  

 program/ kegiatan; 

h. Melaksanakan dan Meyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian         

 perencanaan 

i.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan 

 

4.1.4 Bidang Desa dan Kelurahan 

(1) Bidang Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tu-

gas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dibidang 

Desa dan Kelurahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gu-

bernur. 

(2) Untuk menyelenggarankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bi-

dang Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi : 

a. Perumusan pedoman fasilitasi administrasi desa dan pengembangan 

desa/ kelurahan; dan 

b. Perumusan pedoman fasilitasi pengelolaan keuangan desa, aset desa 

dan pengembangan kapasitas desa. 

c. Perumusan pedoman pengembangan dan peningkatan kapasitas. 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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(3) Bidang Desa dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pem-

berdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi. 

(4) Bidang Desa dan Kelurahan membawahi : 

a. Seksi Fasilitasi Administrasi Pemerintahan;  

b. Seksi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset; dan 

c. Seksi Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas.  

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Bidang Desa dan Kelurahan ; 

(1) Seksi Fasilitasi Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas fasilitasi 

pengembangan dan pendataan administrasi desa/ kelurahan . 

Rincian tugas Seksi Pengembangan Desa dan Administrasi Desa/ Ke-

lurahan adalah sebagai berikut : 

a. Melaksanakan pembinaan Administrasi Desa dan kelurahan; 

b. Melaksanakan pembinaan penyusunan profil desa dan kelurahan; 

c. Menyiapkan bahan pembinaan penyusunan peraturan di desa dan 

kelurahan; 

d. Melaksanakan pengembangan administrasi desa/ kelurahan; 

e. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan menyiapkan 

pelaporan kegiatan sub bidang fasilitasi administrasi pemerintahan; 

f. Melaksanakan Penataan Desa, Desa Adat & Kelurahan; 

g. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan. 

(2) Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas 

melaksanakan fasilitasi penatausahaan, pengawasan dan pengem-

bangan pendapatan dan kekayaan desa, pembinaan pengelolaan keu-

angan, inventaris sarana dan prasarana desa. 

Rincian tugas Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah sebagai 

berikut: 

a. Melaksanakan penatausahaan pengurusan, pengawasan dan 

pengembangan pendapatan dan kekayaan desa; 
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b. Melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan dan kekayaan 

desa; 

c. Melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana pemerintah desa; 

d. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengel-

olaan Keuangan Desa, Aset Desa dan Pengembangan Kapasitas 

Desa; dan 

e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan. 

(3) Seksi Pengembangan dan Kapasitas mempunyai tugas Melaksanakan 

fasilitasi pengembangan desa dan kelurahan, peningkatan pengetahuan 

kapasitas aparatur pemerintah desa/ kelurahan dan kerjasama antar 

desa/ kelurahan. 

Rincian tugas Seksi Pengembangan dan Kapasitas adalah sebagai 

berikut : 

a. Melaksanakan pengembangan desa/ kelurahan; 

b. Melaksanakan pengembangan kerjasama antar desa; 

c. Melaksanakan kerjasama lembaga Non Pemerintahan. 

d. Melaksanakan pendayagunaan aparatur desa/ kelurahan; 

e. Melaksanakan pembentukan dan pembinaan Badan 

Permusyawaratan desa; 

f. Meningkatkan kapasitas aparatur desa dan kelurahan; 

g. Meningkatkan kapasitas lembaga desa dan kelurahan; 

h. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan menyiapkan 

pelaporan kegiatan sub seksi Pengembangan dan peningkatan 

kapasitas 

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

4.1.5 Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat 

(1)   Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas    

  melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan  

  Trasnmigrasi dibidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat   

  berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur. 
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(2)   Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Bidang 

Kelembagaan  

  Sosial Budaya Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Perumusan pedoman fasilitasi pengembangan potensi dan 

kelembagaan   masyarakat; 

b. Perumusan pedoman fasilitasi pengembangan sumber daya 

masyarakat dan partisipasi masyarakat. 

(3) Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh seorang 

Kepala     Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi. 

   Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat membawahi : 

1.  Seksi Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat; dan 

2.  Seksi Pengembangan Sumber Daya Masyarakat dan Partisipasi 

Masyarakat. 

3.  Seksi Pemberdayaan Adat & Sosial Budaya Masyarakat. 

 

  Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin 

oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat. 

(1) Seksi Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 

dan fasilitasi pelaksanaan pelestarian, pengembangan dan 

pemberdayaan lembaga masyarakat dan lembaga masyarakat adat, 

pendataan dan pengembangan potensi masyarakat dan manajemen 

pembangunan partisipatif dibidang Pengembangan Potensi dan 

Kelembagaan Masyarakat. 

  

   Rincian tugas Seksi Pengembangan Potensi dan Kelembagaan 

Masyarakat adalah sebagai berikut: 

a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi  

pelaksanaan pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan lembaga 

masyarakat dan lembaga masyarakat adat; 
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b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi nilai-nilai 

tradisi  

dan adat istiadat sebagai sistem pengendalian sosial masyarakat; 

c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pemberdayaan  

dan pelestarian, pengembangan adat isitiadat dan kebiasaan-

kebiasaan masyarakat ke Dinas; 

 d.  Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi 

pelaksanaan  

   pendataan dan pengembangan potensi masyarakat; 

 e. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi 

pelaksanaan  

  manajemen pembangunan partisipatif; 

 f. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi 

pembinaan  

  dan pengembangan lembaga-lembaga masyarakat; 

 g. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengembangan  

  Potensi dan Kelembagaan Masyarakat, dan 

 h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

(2)  Seksi Pengembangan Sumber Daya Masyarakat dan Partisipasi 

Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 

kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan peningkatan 

kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan sosial masyarakat, pelatihan 

masyarakat, peningkatan pemberdayaan perempuan, koordinasi 

peningkatan partisipasi masyarakat, motivasi dan gotong royong 

masyarakat. Rincian tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya 

Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat adalah sebagai berikut : 

 a.  Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi 

pelaksanaan pemberdayaan peningkatan kesejahteraan keluarga 

dan kesejahteraan sosial masyarakat. 

 b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi 

pelaksanaan pelatihan masyarakat. 
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 c. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi 

pelaksanaan peningkatan pemberdayaan perempuan. 

 d. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi 

pelaksanaan koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat. 

 e. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi 

pelaksanaan Motivasi Swadaya dan Gotong Royong 

Masyarakat. 

 f. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang 

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi 

Masyarakat. 

 g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

(3).  Seksi Pemberdayaan Adat & Sosial Budaya Masyarakat Mempunyai 

tugas melaksanakan pembinaan pemberdayaan adat dan sosial budaya 

masyarakat. Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Adat & Sosial Budaya 

Masyarakat adalah sebagai beriku: 

a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan 

pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat; 

b. Melaksanakan pembinaan serta peningkatan pengetahuan 

masyarakat tentang adat; 

c. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan kelembagaan desa 

lainnya pendukung Pemerintah Desa. 

d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi 

pemberdayaan Adat & sosial budaya masyarakat; 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya. 

 

4.1.6 Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

(1). Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dibidang 

Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat 

Desat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur. 



57  

(2). Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Bidang 

Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat 

Desa mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. perumusan pedoman fasilitasi dan kebijakan usaha ekonomi 

masyarakat;  

b. perumusan pedoman fasilitasi dan kebijakan usaha ekonomi 

perdesaan dan masyarakat tertinggal;  

c. perumusan pedoman fasilitasi dan kebijakan kerjasama, kemitraan 

dan Kawasan Perdesaan; dan 

d.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan  

(3) Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada 

dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat, Desa dan Transmigrasi. 

 

  Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa membawahi : 

 a. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;  

 b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah Tertinggal; 

dan 

c. Seksi Kemitraan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan. 

  

  Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan 

Perekonomian Masyarakat Desa. 

 

(1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas 

menyusun pedoman dan fasilitasi usaha ekonomi masyarakat, 

pemanfaatan usaha produksi pertanian dan pangan, peningkatan 

usaha perkreditan dan simpan pinjam dan pengembangan produksi 

dan pemasaran. 
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 Rincian tugas Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 

adalah sebagai berikut: 

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan 

fasilitasi usaha ekonomi masyarakat; 

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi pemanfaatan usaha 

produksi pertanian dan pangan; 

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan usaha 

perkreditan dan simpan pinjam; 

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan 

produksi dan pemasaran; 

e. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi 

Usaha Ekonomi Masyarakat; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

(2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah Tertinggal mempunyai 

tugas menyusun pedoman dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat  

dan , pengelolaan pendampingan desa, pengembangan kaderisasi 

masyarakat desa, menyusun perencanaan dan pembangunan 

partisipatif, advokasi desa, pembangunan daerah tertinggal. 

 Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah 

Tertinggal adalah sebagai berikut: 

 a.  menyusun pedoman dan melaksanakan pengelolaan pendampingan 

desa; 

 b. memfasilitasi pembangunan daerah tertinggal; 

 c. melakukan pengembangan kaderisasi masyarakat desa; 

 d. menyusun pedoman dan fasilitasi pengembangan kapasitas 

masyarakat desa; 

e. melaksanakan dan menyiapkan pedoman advokasi peraturan desa; 

f. menyusun perencanaan dan pembangunan partisipasif; 

g. melaksanakan dan menyiapkan ketahanan masyarakat desa; 
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h. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah Tertinggal; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 (3) Seksi Kemitraan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan 

mempunyai tugas menyusun pedoman dan fasilitasi Kemitraan 

Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan. 

  Rincian tugas Seksi Kemitraan Masyarakat Desa dan Kawasan 

Perdesaan adalah sebagai berikut: 

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pedoman Kemitraan 

Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan; 

b. melaksanakan dan menyiapkan kemitraan produksi dan promosi; 

c. melaksanakan dan menyiapkan kerjasama dan kemitraan Corporate 

Sosial Responsibility (CSR); 

d. melaksanakan dan menyiapkan kerjasama permodalan ekonomi 

desa; 

e. melaksanakan dan menyiapkan kerjasama dan kemitraan 

pengembangan kapasitas masyarakat desa; 

f. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi 

Kemitraan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

4.1.7 Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna 

(1) Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa 

dan Transmigrasi dibidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan 

Teknologi Tepat Guna berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gu-

bernur. 

(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya 

Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi sebagai berikut: 
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 a. Perumusan pedoman pendayagunaan sumber daya alam perdesaan; 

dan 

 b. Perumusan pedoman pendayagunaan teknologi tepat guna perdesaan. 

      c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

(2) Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepa-

da Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi. 

 

 Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna membawahi : 

 a. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup               

b. Seksi Pengembangan dan Pemetaan Teknologi Tepat Guna 

 c.  Seksi Promosi dan Inovasi Teknologi Tepat Guna 

 

Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan 

Teknologi Tepat Guna. 

(1) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

mempunyai tugas menyiapkan pedoman dan fasilitasi pelaksanaan, 

peningkatan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan, 

pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan, pembangunan sarana dan 

prasarana perdesaan, pemberdayaan lingkungan pemukiman dan 

sumber daya alam. 

 Rincian tugas Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Ling-

kungan Hidup adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan pedoman dan fasilitasi pelaksanaan, peningkatan 

konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan; 

b. menyiapkan pedoman dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan la-

han dan pesisir perdesaan; 

c. menyiapkan/memfasilitasi bahan bantuan pembangunan sarana 

dan prasarana perdesaan; 
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d. menyiapkan bahan pedoman dan fasilitasi pelaksanaan pemban-

gunan sarana dan prasarana perdesaan, pemberdayaan lingkungan 

pemukiman dan sumber daya alam. 

e. meyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pendayagunaan 

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

 (2) Seksi Pengembangan dan Pemetaan Teknologi Tepat Guna 

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan kebijakan, 

dan fasilitasi, serta kerjasama pelaksanaan dibidang Pengembangan 

dan Pemetaan Teknologi Tepat Guna. 

 Rincian tugas Seksi Pengembangan dan Pemetaan Teknologi Tepat 

Guna adalah sebagai berikut: 

a. menyusun pedoman pengembangan dan penataan teknologi tepat 

guna; 

b. melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknologi tepat guna; 

c. menjalin kerjasama dibidang Teknologi Tepat Guna antar Lem-

baga Pemerintah, Perguruan Tinggi, Swasta dan Lembaga 

Swadaya Masyarakat; 

d. Melaksanakan pengembangan Teknologi Tepat Guna; 

e. Melaksanakan pemasyarakatan dan kerjasama pengelolaan 

teknologi tepat guna); 

f. memfasilitasi pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa 

(TMMD); 

g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan 

dan pemetaan teknologi tepat guna; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 (3) Seksi Promosi dan Inovasi Teknologi Tepat Guna Mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan, standarisasi, 

fasilitasi dan promosi dan inovasi Teknologi Tepat Guna. 
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 Rincian tugas Seksi Promosi dan Inovasi Teknologi Tepat Guna 

adalah sebagai berikut: 

a. melaksanakan dan menyiapkan pedoman, pelaksanaan promosi 

dan Inovasi Teknologi Tepat Guna; 

b. melaksanakan dan menyiapkan fasilitasi Promosi dan Inovasi 

Teknologi Tepat Guna; 

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan Promosi dan 

Inovasi Teknologi Tepat Guna; 

d. melaksanakan pengendalian terhadap Promosi dan Inovasi 

Teknologi Tepat Guna; 

e. membuat laporan hasil kegiatan Seksi Promosi dan Inovasi 

Teknologi Tepat Guna; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

4.1.8 Bidang Ketransmigrasian  

 

 (1) Bidang ketransmigrasian mempunyai tugas merumuskan dan menye-

lenggarakan kebijakan serta standarisasi teknis dibidang Ketrans-

migrasian. 

 (2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bi-

dang ketransmigrasian mempunyai fungsi: 

1. Perumusan kebijakan dibidang pembinaan potensi kawasan trans-

migrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan dan Pengem-

bangan permukiman transmigrasi, penataan persebaran penduduk, 

Pengembangan Usaha, Pengembangan Sosial Budaya; dan Pela-

yanan pertanahan transmigrasi; 

2. pelaksanaan kebijakan di pembinaan potensi kawasan transmigrasi, 

penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan dan Pengembangan 

permukiman transmigrasi, penataan persebaran penduduk, Pengem-

bangan Usaha, Pengembangan Sosial Budaya; dan Pelayanan per-

tanahan transmigrasi; 

3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pem-

binaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, 
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pembangunan dan Pengembangan permukiman transmigrasi, pena-

taan persebaran penduduk, Pengembangan Usaha, Pengembangan 

Sosial Budaya; dan Pelayanan pertanahan transmigrasi; 

4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan po-

tensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pem-

bangunan dan Pengembangan permukiman transmigrasi, penataan 

persebaran penduduk, Pengembangan Usaha, Pengembangan Sosial 

Budaya; dan Pelayanan pertanahan transmigrasi; 

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Ketransmigrasian; 

6. Pelaksanaan administrasi Bidang Transmigrasi; dan 

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

(3) Bidang Ketransmigrasian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang be-

rada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pem-

berdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi. 

  

 Bidang Ketransmigrasian membawahi : 

a. Seksi Penyediaan, Penyelesaian Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat   

Transmigrasi                                                                                           

b.  Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 

b. Seksi Penataan Pesebaran dan Penempatan Transmigrasi 

 

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketransmigrasian. 

(1) Seksi Penyediaan, Penyelesaian Lahan dan Pemberdayaan Masyara-

kat Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumu-

san kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan 

penyiapan lahan untuk permukiman transmigrasi dan mengkoordi-

nasikan, memfasilitasi serta penyelesaian masalah tanah 

 

 dikawasan transmigrasi dan dibidang Pemberdayaan Masyarakat 

Transmigrasi. Rincian tugas Seksi Penyediaan, Penyelesaian Lahan 
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dan Pemberdayaan    Masyarakat Transmigrasi adalah sebagai beri-

kut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, bahan penyusunan pe-

doman petunjuk teknis dibidang penyediaan dan fasilitasi penga-

daan tanah, pengurusan hak atas tanah, dokumentasi dan 

penyelesaian masalah pertanahan dan menyiapkan perumusan ke-

bijakan dibidang kewirausahaan, produksi pengolahan hasil 

pemasaran, lembaga ekonomi, permodalan serta dibidang promosi 

dan investasi, kerja sama investasi dan mediasi pendanaan inves-

tasi; 

b. menyiapkan Pelaksanan bahan pengurusan pencadangan areal dan 

pelepasan kawasan hutan menyiapakan bahan bimbingan teknis 

dibidang kewirausahaan, produksi pengolahan hasil dan pemasa-

ran serta lembaga ekonomi dan permodalan, dibidang promosi dan 

ivestasi, kerjasama investasi dan mediasi pendanaan investasi; 

c. menyiapkan dan pelaksanaan bahan pengurusan pencadangan are-

al dan pelepasan kawasan hutan; 

d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pembinaan 

teknis, Evaluasi penyiapan lahan dan dibidang kewirausahaan, 

produksi pengolahan hasil, pemasaran serta lembaga ekonomi dan 

permodalan, dibidang promosi dan ivestasi, kerjasama investasi 

dan mediasi pendanaan investasi; 

e. menyiapkan perumusan standar norma, pedoman, criteria dan 

prosedur dibidang pembinaan teknis dan evaluasi penyiapan lahan 

dan dibidang kewirausahaan, produksi pengolahan hasil,  pemasa-

ran serta lembaga ekonomi dan permodalan, dibidang promosi dan 

ivestasi, kerjasama investasi dan mediasi pendanaan investasi; 

 

f. menyiapkan lahan dan fasilitas dengan lintas sektor terkait dalam 

melaksanakan koordinasi penyelesian masalah pertanahan; 

g. menyiapkan laporan pelaksanan kegitan Seksi Penyediaan dan 

Penyelesain Permasalahan Tanah Transmigrasi Pengembangan 



65  

usaha promosi, investasi dan Kemitraan Transmigrasi; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberika oleh atasan. 

 (2) Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, 

standarisasi, pedoman dan pelaksanaan dibidang Pembangunan dan 

Pengembangan Kawasan Transmigrasi. 

 Rincian tugas Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan 

Transmigrasi adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan perumusan kebijakan dibidang perencanaan teknis 

satuan kawasan pengembangan perencanaan teknis satuan per-

mukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan serta 

pengembangan masyarakat; 

b. menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur 

dibidang dibidang perencanaan teknis satuan kawasan pengem-

bangan perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sa-

rana dan prasarana kawasan serta pengembangan masyarakat; 

c. memberikan bimbingan teknis dibidang perencanaan teknis satuan 

kawasan pengembangan perencanaan teknis satuan permukiman, 

perencanaan sarana dan prasarana kawasan serta pengembangan 

masyarakat; 

d. menyiapkan   bahan    evaluasi   pelaksanaan   kebijakan   di   bi-

dang perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan 

perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan 

prasarana kawasan serta pengembangan masyarakat. 

e. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan 

dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 (3) Seksi Penataan Pesebaran dan Penempatan Transmigrasi mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standarisasi dan 

bimbingan teknis serta evaluasi dibidang Advokasi Kawasan, Mediasi 

Kerjasama Antar Daerah, Penyiapan calon transmigran, penyerasian 

perpindahan, pelayanan pemberangkatan serta penempatan dan adap-



66  

tasi. 

 Rincian tugas Seksi Penataan Pesebaran dan Penempatan Trans-

migrasi adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan perumusan kebijakan dibidang Informasi potensi 

Kawasan, Mediasi Kerjasama Antar Daerah, Penyiapan calon 

transmigran, penyerasian perpindahan, pelayanan pemberangkatan 

serta penempatan dan adaptasi dan dibidang Peningkatan Kapasi-

tas SDM calon transmigrasi; 

 b. menyusun standar, norma, pedoman, kreteria dan prosedur 

dibidang Informasi potensi Kawasan, Mediasi Kerjasama Antar 

Daerah, Penyiapan calon transmigran, penyerasian perpindahan, 

pelayanan pemberangkatan serta penempatan dan adaptasi dan 

dibidang Peningkatan Kapasitas SDM calon transmigrasi; 

c. menyiapkan bahan bimbingan teknis keserasian perpindahan, pe-

layanan pemberangkatan serta penempatan dan adaptasi dan 

dibidang Informasi potensi Kawasan, Mediasi Kerjasama Antar 

Daerah, Penyiapan calon transmigran, penyerasian perpindahan, 

pelayanan pemberangkatan serta penempatan dan adaptasi dan 

dibidang Peningkatan Kapasitas SDM calon transmigrasi; 

d. melaksanakan kebijakan dibidang Informasi potensi Kawasan, 

Mediasi Kerjasama Antar Daerah, Penyiapan calon transmigran, 

penyerasian perpindahan, pelayanan pemberangkatan serta 

penempatan dan adaptasi dan dibidang Peningkatan Kapasitas 

SDM calon transmigrasi; 

e. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan di dibidang In-

formasi potensi Kawasan, Mediasi Kerjasama Antar Daerah, 

Penyiapan calon transmigran, penyerasian perpindahan, pelayanan 

pemberangkatan serta penempatan dan adaptasi dan dibidang Pen-

ingkatan Kapasitas SDM calon transmigrasi; 

f. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan Peseba-

ran dan Penempatan Transmigrasi; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung menetapkan bagan struktur or-

ganisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lam-

pung sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 Struktur Organisasi DPMDT Provinsi Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kepala Dinas 

Sekretaris 

Kasubbag Keuangan Kasubbag Perencanaan Kasubbag Umum 

Kepala Bidang Pemerintah 

Desa /Kelurahan 

Kepala Bid. Usaha Pengem-

bangan Perkonomian dan 

Pemberdayaan Masyarakat 

Desa 

Kepala Bidang Kelembagaan 

Sosial budaya masyarakat 

Seksi Kerjasama dan Kemitraan 

Masyarakat Desa 

Seksi Pemberdayaan Masyara-

kat Desa dan Desa Tertinggal 

Seksi Pengembangan Usaha 

Ekonomi Masyarakat 

Seksi Pemberdayaan Adat dan 

Sosial Budaya Masyarakat 

Seksi Pengembangan SDM dan 

Partisipasi Masyarakat 

Seksi Pengembangan Potensi 

dan Kelembagaan Masyarakat 

Seksi pengembangan dan Pen-

ingkatan Kapasitas 

Seksi Pengelolaan Keuangan 

dan Aset 

Seksi Fasilitasi Administrasi 

Pemerintahan 

Kepala Bidang Sumber Daya 

Alam dan Teknologi Tepat 

Guna 

Seksi Pendayagunaan SDA 

dan Lingkungan Hidup 

Seksi Pengembangan dan 

Pemetaan TTG 

Seksi Promosi dan Inovasi 

Teknologi Tepat Guna 



 

4.1.9 Sumber Daya Dinas PMDT Provinsi Lampung 

 

Sumber daya Organisasi DPMDT Provinsi Lampung merupakan suatu hal 

yang sangat strategis dan komperhensif bagi setiap proses aktifitas organ-

isasi sehingga dapat mewujudkan kinerja sebagaimana yang diharapkan, 

sumber daya yang ada dalam arti kata kunci yaitu daya (energi) power 

artinya dapat diajukan dalam hal kemampuan, kekuatan keberdayaan, 

peranan, kewenangan dan tanggung jawab sehingga sumber yang berarti 

sumber-sumber (resources) yang kaidahnya dalam managemen dalam rang-

ka pelaksanaan berbagai aktifitas untuk mencapai tujuan sebagaimana 

ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Lampung. 

 

Untuk melaksanakan urusan rumah tangga Dinas PMDT Provinsi Lampung 

hingga tahun 2019 ini melibatkan personil berjumlah 83 orang yang terdiri 

dari pegawai negeri sipil 74 orang, PTHL 9 orang dengan kualifikasi pen-

didikan, pangkat/golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional se-

bagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini: 

  

     Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Dinas PMDT Provinsi Lampung Tahun 2019 

Jumlah 

Pegawai 

Kualifikasi 

Pendidikan 

Pangkat/Gol JumlahPejabat 

Struktural Fungsional 

1 2 3 4 5 

PNS     :  72 S3          :     - IV/d        :    0   

PTHL   :    9 S2          :   26 IV/c        :    2 Ess IV  =  15  

L        :  36 S1          :   25 IV/b        :    6 Ess III  =    5  

P        :  45 D4         :     - IV/a        :    5 Ess  II  =    1  

 D3         :     5 III/d        :  17   

 D2         :     - III/c        :  11   

 D1         :     - III/b        :  10   

 SLTA     :   23 III/a        :  9   

 SLTP     :    - II/d         :    1   
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 SD         :    2 II/c        :   10   

  II/b         :    0   

  II/a         :    1   

  I/d          :    -   

           Sumber : Diolah dari Renstra DPMDT, 2022 

 

Rekapitulasi nomenklatur dan jabatan/eselon perangkat daerah Provinsi Lam-

pung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi 

Lampung menegaskan bahwa jumlah sumber daya Dinas PMDT Provinsi 

Lampung berdasarkan eselon dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 4.3 Jumlah SDM Dinas PMDT Provinsi Lampung Berdasarkan 

Eselonisasi 

 

PERANGKAT DPMDT 

ESELONISASI 

JML 

IB 

II

A 

II

B 

III

A 

III

B 

IV

A 

1 Sekretariat - 1 - 1 - - 2 

Sub Bagian Umum dan Kepega-

waian 
- - - - - 1 1 

Sub Bagian Keuangan - - - - - 1 1 

Sub Bagian Perencanaan - - - - - 1 1 

2 Bidang Desa dan Kelurahan - - - 1 - - 1 

Sub Bidang Fasilitasi Administra-

si Pemerintahan 
- - - - - 1 1 

Sub Bidang Pengelolaan Keu-

angan dan Aset  
- - - - - 1 1 

 
Sub.Bidang Pengembangan dan 

Kapasitas 
- - - - - 1 1 

3 Bidang Kelembagaan Sosial Bu-

daya, Masyarakat 
- - - 1 - - 1 

Sub Bidang Pengembangan Po- - - - - - 1 1 
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PERANGKAT DPMDT 

ESELONISASI 

JML 

IB 

II

A 

II

B 

III

A 

III

B 

IV

A 

tensi dan Kelembagaan Masyara-

kat 

Sub Bidang Pengembangan SDM 

dan Partisipasi Masyarakat 
- - - - - 1 1 

 
Sub Bidang Pemberdayaan Adat 

dan Sosial Budaya masyarakat 
- - - - - 1 1 

4 Bidang Usaha Pengembangan 

Perekonomian  Masyarakat 
- - - 1 - - 1 

Sub Bidang Pengembangan Usaha 

Ekonomi Masyarakat 
- - - - - 1 1 

Sub Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan Desa 

Tertinggal 

- - - - - 1 1 

 
Sub. Bidang Kerjasama dan 

Kemitraan Masyarakat Desa 
- - - - - 1 1 

5 Bidang Sumber Daya Alam dan 

Teknologi Tepat Guna 
- - - 1 - - 1 

Sub Bidang Pengembangan SDA 

dan Lingkungan Hidup 
- - - - - 1 1 

Sub Bidang Pengembangan dan 

Pemetaan Teknologi Tepat Guna 
- - - - - 1 1 

 
Sub Bidang Promosi dan dan Ino-

vasi TTG 
- - - - - 1 1 

JUMLAH ESELON - 1 - 5 - 15 21 

Sumber : Diolah dari Renstra DPMDT, 2022 

 

 

 

4.1.10 Kinerja Pelayanan DPMDT Provinsi Lampung  



47  

 

Dalam kurun waktu 2015-2019 DPMDT Provinsi Lampung telah menye-

lenggarakan pelayanan dibidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai tugas 

pokok dan fungsi yang didukung peran aktif aparatur pemberdayaan 

Masyarakat untuk pencapaian dan perwujudan pembangunan yang berkuali-

tas dan berhasil guna dimana evaluasi kinerja capaian-capaian Program Pri-

oritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Daerah 

Provinsi Lampung, dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 

1. Program dan Kegiatan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa di Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dil-

aksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi 

dalam rangka pencapaian Misi Provinsi Lampung Ke-1 yang pelaksanaan 

kegiatannya diprioritaskan pada program: 

 

1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur; 

2. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur; 

3. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan; 

4. Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan; 

5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; 

6. Peningkatan peran perempuan di perdesaan; 

7. Pengembangan penerapan dan pembangunan TTG, SDA dan LH; 

 

Pada Tahun Anggaran 2015-2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa 

dan Transmigrasi Provinsi Lampung melaksanakan program dan kegiatan 

prioritas antara lain: 

1. Penilaian Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi; 

2. Fasilitasi Program Nasional Dana Dekon Pemberdayaan Masyarakat 

(P3MD) Mandiri Perdesaan; 

2. Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) di 

Provinsi Lampung; 

3. Pelaksanaan, Pemantauan dan Pembinaan Bulan Bhakti Gotong 

Royong Masyarakat (BBGRM) rangka Pembangunan Partisipatif. 
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Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan 

Transmigrasi Provinsi Lampung memiliki 11 Program dengan 45 

Kegiatan.  Adapun program dan kegiatan prioritas tahun 2019 adalah: 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 

5.  Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan. 

6.   Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. 

7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan. 

8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa. 

9. Program Pembinaan, Pengembangan dan Perkuatan desa, Administrasi 

dan Kelembagaan Desa. 

10. Program Pemantapan Koordinasi, Program Khusus Lintas Sektoral. 

11. Program Pengembangan, Penerapan, dan Pembangunan TTG, SDA 

dan LH. 

 



 

 

 

 

 

 

VI. PENUTUP 

 

 

 

6.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, peneliti menarik simpulan mengenai strategi Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam mengembangkan Desa 

Tertinggal dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam Pengembangan Desa 

Tertinggal di Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut: 

 

1. Konsep Planning atau perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pem-

berdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung sebagai fasili-

tator Pengembangan Desa Tertinggal adalah dengan merencanakan Pro-

gram/Kegiatan yang bertujuan dapat mendorong Pengembangan Desa 

Tertinggal melalui seluruh Bidang kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Transmigrasi Provinsi Lampung, selain itu juga Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung  menerapkan Strategi 

Kolaborasi dalam Pengembangan Desa Tertinggal namun dalam keberjal-

anan rencana sebelumnya belum dapat mengentaskan permasalahan Desa 

Tertinggal secara keseluruhan selanjutnya perencanaan tersebut masih per-

lu di fokuskan agar dapat tepat sasaran sehingga permasalahan Desa 

Tertinggal dapat lebih teratasi. 

2. Konsep Organizing atau pengorganisasian Dinas Pemberdayaan Masyara-

kat dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas sesuai 

dengan tupoksinya masing-masing berdasarkan Perda No.4 Tahun 2019 

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, 

serta berdasarkan Pergub No. 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pem-
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berdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung 

3. Konsep Actuacting atau penggerakan Program/Kegiatan dalam Pengem-

bangan Desa Tertinggal dilakukan oleh seluruh Bidang Kerja di Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung serta Or-

ganisasi Perangkat Daerah serta Stakeholder terkait lainnya dengan cara 

berkolaborasi. 

4. Konsep Controlling atau pengawasan dilakukan Rapat Kordinasi rutin di 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung dan 

monitoring langsung di Kabupaten/Desa oleh Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung untuk mengevaluasi se-

tiap program/kegiatan pada saat pembinaan atau monitoring agar kegiatan 

tersebut dapat berjalan dengan baik, selain itu yang menjadi tolok ukur 

Pengawasan Program/Kegiatan adalah Indeks Desa Membangun (IDM) 

Provinsi Lampung. 

 

 Faktor- faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Desa 

Tertinggal di Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut: 

1. Sumber Daya Manusia yaitu masih banyak Masyarakat yang berada di 

Desa Tertinggal mengalami keterbatasan pengetahuan sehingga berdam-

pak dalam Pengembangan Desa Tertinggal yang dilakukan oleh Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung. 

2. Sarana dan prasarana yaitu keterbatasan/sulitnya akses jaringan sehingga 

menjadi penghambat Program/Kegiatan dalam Pengembangan Desa 

Tertinggal. 

3. Kondisi Pandemi Covid-19 dilakukan berbagai pembatasan, sehingga 

banyak kegiatan yang ditunda, hasil nya program/ kegiatan Dinas Pem-

berdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam 

Pengembangan Desa Tertinggal menjadi kurang maksimal. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan hasil peneltian, peneliti memberikan beberapa saran yaitu sebagai 

berikut: 

1. Konsep Planning atau perencanaan seharusnya sebelum menyususn 

perencanaan ada baiknya didiskusikan terlebih dahulu pada setiap Stake-

holder terkait khusus nya perwakilan Masyarakat Desa, supaya semua 

pihak paham serta dapat berkolaborasi dengan baik agar tercapai hasil 

sesuai target yang diinginkan.  

2.  Konsep Organizing atau pengorganisasian, sebaiknya dapat lebih mening-

katkan kedisiplinan terhadap aturan berdasarkan Perda No.4 Tahun 2019 

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, 

serta berdasarkan Pergub No. 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pem-

berdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung agar 

Program/Kegiatan yang ingin dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif. 

3. Konsep Actuacting atau penggerakan sebaiknya tidak hanya befokus kepa-

da Organisasi Perangkat Daerah untuk kolaborasi program/kegiatan tetapi 

fokus juga terhadap Desa melibatkan seluruh Sumber Daya Desa. 

4. Konsep Controlling atau pengawasan untuk mengukur hasil kerja pada se-

tiap Kabupaten dan Desa sebaiknya tidak hanya dilaksanakan secara lang-

sung saja ofline tetapi juga dilaksanakan secara online dengan lebih me-

manfaatkan Teknologi Digital melalui social media untuk berkomunikasi 

sehingga keterbatasan jarak tidak menjadi suatu hambatan dan lebih hemat 

biaya. 
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